BUPATI PANGHAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGHAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di  Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan dengan memanfaatkan ruang wilayah
secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan
berkelanjutan dalam rangka meningkatkan  kesejahteraan
masyarakat dan pertahanan keamanan perlu disusun rencana
tata ruang wilayah.

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan
antar seéktor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang
wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang
dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.

c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,
maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten.

d. bahwa berdasarkan pertimbanpgan scbhagaimana dimaksud dalam
huruf a, hurufl b, dan huruf ¢, perlu menetapkan Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Panghkajene Hepulauan dengan
FPeraturan Daerah,

¢. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 78 ayat (4)
butir ¢ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi {Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemenntahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004
Tentang Pemcrintahan Daerah ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844},
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3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Nepgara Republik Indonesia Nomeor 4725);

4, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisitr dan Pulau-Pulau HKecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4739).

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan
peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang MNomor 47 Prp Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah
Tingkat [ Sulawesi Utara Tengah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto
Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah
dan Daerah Tingkat | Sulawesi Tenggara dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat [ Sulawesi Utara Tengah dan
Daerah Tingkat | Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964
Nomor 94, Tambshan Lembaran Mepara Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomor 2687)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah MNasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);

B. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomeor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5103);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk Dan
Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2009 Nomor 9).
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Dan
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

MEMUTUSEAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH HABUPATEN PANGEKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2011 - 2031

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Dalera.h adalah Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi
Selatan.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

3. Bupati adalah bupati yang disebut Bupati Pangkajene dan Kepulauan.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangat daerah sebagai unsur
peyelengeara Pemerintahan Daerah K,a_bupa_ten Pangkajene dan Kepulauan,

5. Dewan Perwaldlan Raliyat Daerah, yang selajutnya disebut DPRD, adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Pangkajene dan Kepulauan sebagai unsur
Peyelenggarn Pemerintahan Daerah.

6. Badan adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan.

7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara
termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat
manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan mmemelihara
kelangsungan kehidupannya.

8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan.

9. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan.

10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan
prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial
ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang
untuk fungsi budidaya.

12. Penataan ruang adalah =uatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

13. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan,
pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

14. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang
melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang.

15. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola
ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan
pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

16. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata
ruang sesuai dengan rencana tata ruang vang telah ditetapkan.

17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap
unsur terkait vang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan fatau aspek fungsional.
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18. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

19. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam
dan sumberdaya buatan.

20. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam,
sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.

21. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasg
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

22. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan
pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebapai tempat permukiman
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan
sosial dan kegiatan ekonomi.

23. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup
kabupaten fkota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan,

24, Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah merupakan bagian kawasan
strategis yang telah berkembang atau potensi untuk dikembangkan karena
memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan
pertumbuhan ekonomi wilayah sekitamya

25. Kawasan pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional
yang digunakan untuk kepentingan pertahanan,

26. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau
beberapa kabupaten fkota,

27. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan
yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa
kecamatan.

28, Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLP adalah kawasan
perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL.

29. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah
kawasan perkotagn yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan
kawasan perbatasan negara.

30. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau
beberapa desa.

31. Fusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat
permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.

32. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

33. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasulk
masgyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non
pemerintah lain dalam penyelengparaan penataan ruang.

34. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

35.Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat adalah sistem, mekanizme,
dan/atau prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan
ruang

36. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD
adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan
Undang-undang Nomor 26 Taehun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati
dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

37. Batas-batas Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri atas :
sebelah utara dengan Kabupaten Barru, sebelah selatan dengan Kabupaten
Maros, sebelah timur dengan Kebupaten Bone, sebelah barat dengan Pulau
Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Madura, Pulau Nusatenpgara dan Pulau Bal
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38. Rencana tata ruang wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:
(1) penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
(2) penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
(3} pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah

kabupaten;

(4) mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
(5) penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
(6) penataan ruang kawasan strategis Kabupaten

39. Kawasan Peruntukan Pertambangan yang selanjutnya disebut KPP adalah
wilayah yang memiliki sumberdaya bahan galian yang berwujud padat, cair
dan gas berdasarkan peta atau data geologi dan merupakan tempat
dilaksanakan seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi
Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Operasi-Produksi, dan pasca tambang baik
di wilayah darat maupun perairan serta tidak dibatasi oleh wilayah
administrasi.

BAB II
TUJUAN, KEEIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Baglan Kesatu
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 2

Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu “Mewujudkan
Penataan Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang nyaman, aman,
produktif dan berkelanjutan melalui Pengembangan minapolitan, agropolitan, dan
Industri dengan memajukan sektor unggulan berupa sumber daya alam serta
pariwisata lokal yang mewujudkan ciri khas wilayah maritim kepulauan yang
menjunjung kearifan lokal menuju masyarakat sejahtera”.

Bagian Kedua
Kehijakan Penataan Ruang
Pasal 3

{1} Untuk mewujudkan tujuan penataan riang sebagaimena dimaksud dalam
Pasal 2, disusun kebijakan penataan ruang.

(2) Kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan;
pengembangan sarana dan prasarana wilayah;
peningkatan fungsi kawasan lindung;
peningkatan sumber daya hutan produksi;
peningkatan sumber daya lahan pertanian, perikanan dan potensi wilayah
pesisir serta pulau-pulau kecil , perkebunan dan peternakan;
pengembangan potensi pariwisata;
pengembangan potensi koperasi UMKM:
pengembangan potensi pertambangan dikelola berasaskan keseimbangan
dan kelestarian lingkungan hidup;
pengembangan potensi industr;
pengembangan potensi perdagangan;
pengembangan potensi pendidikan;
pengembangan potensi permukiman;

. peninglkatan kualitas sumber daya manusia; dan
peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara;
penataan ruang wilayah dengan memperhatikan mitigasi bencana.

Bagian Ketiga

Strategl Penataan Ruang
Pasal 4

PROED

Fm

esgUEpT

(1) Strategi pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdir atas :
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a. meningkatkan interkoneksi antar kawasan perkotaan yang meliputi Pusat
Kegiatan Wilayah (PWK), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP], Pusat
Pelayanan Kawasan (PPK) yang meliputi seluruh ibukeota kecamatan, dan
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), antar kawasan perkotaan dengan kawasan
perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya;

b. mendorong pembangunan Kota Pangkajene sebagai Pusat Kegiatan Wilayah
(PKW) di Sulawesi Selatan melalui pembangunan infrastruktur secara terpadu
baik internal maupun eksternal wilayah;

c. mendorong pembangunan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP) di Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan sebagai bagian wilayah pengembangan PKLP di
Provinsi Sulawesi Selatan

d. mengembangkan kawasan perkotaan PPK dan PPL sebagai pusat
pertumbuhan agar lebih kompetitil dan lebih efektif dalam mendoreng
pengembangan wilayah sekitarnya;

e. mendorong kawasan perkotaan, pusat-pusat pertumbuhan agar lebih
produktif, kompetitif dan lebih kondusif secara berkelanjutan, serta lebih
efeltif dalam mendukung pengembangan wilayah sekitarnya; dan

f. mengendalikan  perkembangan kawasan perkotaan yang berwawasan
lingkungan dan produktif,

Strategi pengembangan sarana dan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

a. meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana wilayah yang didasarkan pada skala kebutuhan;

b. mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan
janngan prasarana transportasi, telekomunikasi dan informasi, energi dan
sumberdaya air yang berhierarkis, sinergis, terpadu dan merata diseluruh
wilayah PKW, PKLp, PPK dan PPL;

c. meningkatkan dan mengembangkan kualitas sistem jaringan prasarana dalam
mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan laut;

d. mengembangkan akses jaringan jalan menuju kawasan pertanian,
perkebunan, perikanan, pariwisata dan industri serta daerah-daerah yang
masih terisolir;

e. meningkatkan kualitas dan keterpaduan pelayanan jaringan prasarana
transportasi inter dan antar wilayah;

f. meningkatkan jaringan energi dengan pemanfaatan sumber daya terbarukan
yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi dan mewujudkan
keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;

g. meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan mewujudkan
keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;

h. meningkatkan kualitas jaringan prasarana persampahan secara terpadu
melalui penerapan konsep 4R frethinking, reduce, reuse dan recycling) dengan
paradigma sampah sebagai bahan baku industri menppunakan teknik
pemprosesan modern di perkotaan berbentuk Tempat Pemprosesan Akhir
(TPA), dan teknik pengolahan konvensional di perdesaan yang menghasilkan
kompos maupun bahan baku setengah jadi;

i. mengarahkan sistem pemprosesan akhir sampah dengan metode sanitary
landfill; dan

j. meningkatkan kualitas jaringan prasarana sanitasi melalui pengelolaan limbah
terpadu dan/atau instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

(3} Strategi peningkatan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2} huruf ¢, terdiri atas :

a. melestarikan ekologi wilayah pada kawasan hutan lindung yang ditetapkan
oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang terdapat di Kecamatan
Balocei, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Mandalle, Kecamatan Ma'rang,
Kecamatan Segeri dan Kecamatan Tondong Tallasa;

b. merevitalisasi fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat
pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan
memelihara keseimbangan ekosistem wilayah, khususnya DAS kritis;

(2
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¢. mewujudkan kawasan hutan lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya
dengan luas paling sedikit 30% dari DAS dan pantai;

d. menyediakan RTH minimal 30% dari luas kawasan perkotaan;

e. memelihara lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak
negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung
perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;

f. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak
langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan
lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang
berkelanjutan,

(4) Strategi peningkatan sumber daya hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2) huruf d, terdiri atas :

a. mengembangkan areal lahan hutan produksi secara selektif;

b. mengembangkan agro forestry di areal sekitar hutan lindung sebagai zona
penyangga yang memisahkan hutan lindung dengan kawasan budidaya
terbangun;

¢. meningkatkan produksi hasil hutan dar hasil kegiatan budidaya tanaman
hutan dalam kawasan hutan produksi;

d. mendukung kebijakan moraterium logging dalam kawasan hutan serta
mendorong berlangsungnya investasi bidang kehutanan yang diawali dengan
kegiatan penanaman frehabilitasi hutan.

(S) Strategi peningkatan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan
perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, terdiri atas :

a. mempertahankan areal sentra produksi pertanian lahan basah secara
berkelanjutan terutama di daerah perdesaan;

b. meningkatkan kualitas lahan pertanian tanaman holtikultura yang terpadu
dengan pengembangan agropolitan;

c. mengembangkan areal lahan komoditas perkebunan daerah perdesaan di
kabupaten sebagai komoditas unggulan;.

d. meningkatkan intensitas budidaya ternak besar dan ternak kecil lainnya;

e. meningkatkan kemampuan dan teknologi budidaya perikanan dan perikanan
tangkap termasuk budidaya rumput laut;

[. meningkatkan kegiatan budidaya perikanan yang terpadu dengan
pengembangan minapolitan;

g. meningkatkan potensi wilayah pesisir dan pulau-pulan kecil yang dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan

h. mengembangkan komoditas perikanan dilakukan secara luas oleh masyarakat
maupun badan usaha yang diberi izin di wilayah vang telah ditetapkan oleh
pemerintah setempat.

(6) Strategi pengembangan potensi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayvat (2) huruf f, terdiri atas :

a. mengembanghkan wisata permandian alam mattampa dan permandian alam
amputtang yang ramah lingkungan bertaraf regional di Propinsi Sulawesi
Selatan dalam mendulung peningkatan perekonomian daerah;

b. mengembangkan potensi wisata firta yang terpadu dengan wisata budaya di
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, meliputi Kolam Renang Bungoro,
Pantai pasir putih Maccini Baji, dan Pulau Suci ‘mustika langka' yang terletak
di HKecamatan Liukang Tuppabiring melalui pelestarian perairan pantai,
dengan memperkaya tanaman mangrove untuk mengembangkan ekosistem
bawah laut termasuk terumbu karang dan biota laut yang dapat di jadikan
obyek wisata taman laut;

c. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan;

d. mempertahankan dan melestarikan kawasan situs budaya dan
mengembangkan objek wisata sebagai pendukung daerah tujuan wisata
bertaraf internasional:

e, mengembangkan prasarana dan sarana akomodasi dan transportasi untuk
kegiatan kepariwisataan;

f. meningkatkan dan mengembangkan akses yang menghubungkan objel-objek
wisata di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; dan
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g. melestarikan dan mengembangkan tradisi khas sebagai daya tarik wisata;

h. menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah;

i. meningkatkan pencarian/penelusuran terhadap benda bersejarah untuk
menambah koleksi budaya; }

j. merencanakan kawasan wisata sebagai baglan darl urban/regional desain
untuk keserasian lingkungan; 2

k. meningkatkan peranserta masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek
wisata, dan daya jualfsaing;

|. mengembangkan promosi dan jaringan industri pariwisata secara global,

(7) Strategi pengembangan potensi koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, terdiri atas : _

a. menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi yang mendukung kegiatan
pengembangan perkoperasian;

b. menciptakan penguatan kelembagaan koperasi dan UMEM;

C. pényusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pengembangan

Koperasi UMKM;

- penataan pengembangan koperasi pedesaan dan perkotaan;

- penguatan permodalan bagi Koprasi UMKM;
menciptakan suasana yang kondusif dalam menjadikan koperasi sebagal
sokoguru perekonomian nasional;

- asilitasi kemudahan perizinan bagi Koperasi UMKM;

- pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pengembangan
perkoperasian.

(B) Strategi pengembangan potensi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2) huruf h, terdiri atas :

a. menciptakan iklim yvang kendusif bagi investasi yang mendukung kegiatan
pertambangan;

b. mengembangkan pertambangan yang berwawasan lingkungan;

¢. mengembankan kawaszan pertambangan dilakukan dengan
mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan gechidrologi
dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;

d. mengelolah kawasan bekas penambangan melalui kegiatan
rehabilitasi/reklamasi sesual dengan zona peruntukan yang ditetapkan
dengan melakukan penimbunan tanah subur dan/atau bahan-bahan lainnya
sehingga menjadi lahan yang dapat dipunakan kembali sebagai kawasan hijau,
ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek
kelestarian lingkungan hidup;

¢. mempertimbangkan faktor ekonomi pengembangan dengan mengutamalkan
aktivitas yang lebih menguntungkan dan bermanfaat bagi pembangunan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara keseluruhan;

f. melakukan penyusunan amdal pada kawasan-kawasan potensial
pertambangan guna menghindar kemungkinan rusakmya lingkungan hidup;

g. penyiapan konsep kontrak karya pertambangan yang mengakomodir lapangan
kerja dan kebutuhan masyarakat lokal.

(9) Strategi pengembangan potensi industr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2] huruf i, terdir atas :

a. mengembangkan sentra produksi yang berorentasi ke pengembangan industrd
pada suatu kawasan khusus, yakni Kawasan Industri Pangkajene dan
Kepulauan (KIPA) di Kecamatan Bungoro,;

b. menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi untuk mendukung kegiatan
industri;

¢. mengembangkan kawasan industri dengan mempertimbangkan aspek ekologis
dan mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal;

d. mengelolah kegiatan industri dengan mempertimbangkan keterkaitan proses
produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industr
antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi,
biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial; dan setiap kegiatan
industri sejauh mungkin menggunakan metoda atau tekngologi ramah
lingkungan dan harus dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan
termasuk upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri;
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€. mengelolah dan mengendalikan aktivitas perindustrian yang menggunakan

bahan baku sumber daya alam untuk meminimalisir timbulnya dampak
negatif terhadap lingkungan;

f. mengembangkan kawasan industri di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

terutama berbasis hasil komoditi sektor-sektor kehutanan, pertanian,
perkebunan, petemakan dan perikanan dalam menunjang keglatan
minapolitan dan agropolitan;

g. mengembangkan usaha industri kecil dan industri mikro yang tidak

(10)

(11)

(12)

mengganggu kehidupan di kawasan permukiman.

Strategi pengembangan potensi perdagangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat {2) huruf j, terdiri atas :

a. mengembangkan pusat perdagangan skala sedang diarahkan berkembang di
Ibukota Kabupaten dan Pusat perdagangan skala yang lebih kecil diarahkan
pembangunannya di ibukota-ibukota Kecamatan;

b. merevitalisasi pasar-pasar tradisional dalam mendukung pengembangan
ekonomi kerakyatan.

c. mengembangkan akses yang menghubungkan pusat-pusat perdagangan
dengan sentra-sentra produksi pertanian, peternakan, perkebunan,
perikanan dan industri:

d. meningkatkan prasarana jalan untuk angkutan komoditi dari sentra — sentra
produksi ke pusat-pusat perdagangan;

e. mengembangkan pasar hasil industri pertanian, peternakan, perkebunan,
dan perikanan yang terpadu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

f. meningkatkan akses koperasi dan UMKM terhadap modal, perlengkapan
produksi, informasi, teknologi dan pasar.

Strategl pengembangan potensi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 ayat (2) hurof k, terdini atas @

a. meningkatkan dan megoptimalkan pusat pendidikan Politani Segeri sebagai
pusat pendidikan yang berorientasi pada pengembangan perikanan;

b. meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi kawasan pendidikan di
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melalui pengembangan ilmu
pengetahuan, teknologi serta seni dan budaya;

¢. menyelenggarakan pendidikan sebagai pusat ilmu pengetahuan terutama
mendukung pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan,
industri kerajinan, perdagangan, pariwisata dan pemerintahan;

d. memenuhi kapasitas dan mendistribusi secara proporsional fasilitas STK,
Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Sekolah Kejuruan dan Pendidikan
Tinggi di PKW, PKLp, PPK dan PPL;

e. mencegah dan mengendalikan tumbuh berkembangnya perumahan dan
permukiman di kawasan lindung termasuk kawssan lindung setempat,
seperti di hutan lindung, lahan dengan kemiringan di atas 30%, bantaran
sungai dan pantai,

f. mencegah pembangunan perumahan di daerah rawan bencana seperti
erosiftanah longsor, banjir dan abrasi pantai;

g membangun dan mengembangkan permukiman di tengah kota terutama di
PKW, PKLp, PKK dan PFL yang padat penduduknya diarahkan pembangunan
perumahannya secara vertikal: dan

h. mengembangkan permukiman perdesaan dan pesisir pantai berlandaskan
nilai budaya lokal seperti bangunan berlantai panggung.

Strategi pengembangan potensi permukiman sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2) huruf |, terditi atas

a. mencegah dan mengendalikan tumbuh berkembangnya perumahan dan
permukiman di kawasan lndung termasuk kawasan lindung setempat,
seperti di hutan lindung, lahan dengan kemiringan di atas 30%, bantaran
sungai dan pantai; .

b. mencegah pembangunan perumahan di daerah rawan bencana seperti
erosiftanah longsor, banjir dan abrasi pantai;
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€. membangun dan mengembangkan permukiman di tengah kota terutama di
PKW, PKLp, PKK dan PPL yang padat penduduknya diarahkan pembangunan
perumahannya secara vertikal; dan

d. mengembangkan permukiman perdesaan dan pesisir pantai berlandaskan
nilai budaya lokal seperti bangunan berlantai panggung.

(13) Strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf m, terdiri atas :

a. membangun kompetensi dan kapasitas baik melalui pendidikan formal
maupun non formal bagi anghkatan kerja di sektor-sektor kehutanan,
pertanian, perkebunan, petemakan, petikanan, parwisata, industr,
perdagangan, permuliman, sarana, prasarana dan pemerintahan;

b. mengembangkan pendidikan kearifan lokal baik dalam pendidikan formal
maupun informal termasuk memasukkannya sebapai bagian bahan ajar di
tingkat pendidikan dasar dan menengah;

c. mengembangkan sistem konsultasi, pendampingan, monitoring, evaluasi dan
penghargaan berbasis kinerja bagi pelaku kegiatan; dan

d. meningkatkan kualitas SDM melalui kemudahan akses dalam memperoleh
pendidikan minimal 9 Tahun, kesehatan dan melaksanakan ibadah sesuai
dengan agama yang dianut oleh masyaralat,

(14) Strategi untuk meningkatken fungsi kawasan pertahanan dan keamanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2} huruf n, meliputi:

a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;

b. menyusun perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan
ruang, memperhatikan kepentingan pertahanan keamanan;

c, mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak
terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagal zona
penyangga yvang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya
terbangumn;

d. mengembangkan kegiatan budidaya sccara selektif di dalam dan di sekitar
kawasan pertahanan untuk menjaga fungsi dan peruntulannys; dan

g, turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertabanan dan keamanan
NEegars.

BAB III
RENCANA STRUETUR RUANG WILAYAH

Bagian Eesatu
Umum
Pasal 5

(1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan meliputi:
a. pusat-pusat kegiatan;
b. sistem jaringan prasarana utama; dan
¢. sistern jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian 1:50.000 sebapaimana tercantum dalam lampiran 1, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari peraturan deerah ini.

Bagian Kedua
Pusat-pusat Keglatan
Paszal &

(1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Pa.ugkaj_e!te dan Kepulauan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

a. PKW; berfungsi sebagai (i) pusat jasa pelayanan keuangan/perbankan yang
melayani beberapa kabupaten, (i} pusat pengolahan/pengumpul barang yang
melayani beberapa kabupaten, (il} simpul transportasi yang melayani
beberapa kabupaten, (iv] pusat pelayanan publik lainnya untuk beberape
kabupaten;

! Dipindai dengan |
i & CamScanner’;


https://v3.camscanner.com/user/download

(2)

3)

(4)

(=)

(1)

(2)

b. PKLp; berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal promaosi;
c. PPK; berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
dan
d. PPL berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa,
PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu kawasan perkotaan
Pangkajene di Kecamatan Pangkajene secara keseluruhan , Kecamatan Minasa
Te'ne meliputi Kelurahan Minasa Te'ne, Kelurahan Biraeng dan Kelurahan
Bontokio, Kecamatan Bungoro meliputi Kelurahan Samalewa, dan Kelurahan
Boriappaka;
PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
a. kawasan Perkotaan Segeri Kecamatan Segeri;
b. kawasan Perkotaan Labakkang Kecamatan Labakkang; dan
¢. kawasan Perkotaan Bungoro Kecamatan Bungoro;
d. kawasan Perkotaan Balang Lompo Kecamatan Liukang Tupabbiring.
PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
. kawasan Perkotaan Sapuka di Kecamatan Liukang Tangaya;
. kawasan Perkotaan Kalu-Kalukuang di Kecamatan Liukang Kalmas;
. kawasan Perkotaan Mattiro Sompe di Kecamatan Liukang Tuppabbiring;
- kawasan Perkotaan Mattiro Uleng di Kecamatan Liukang Tuppabbiring Utara;
. kawasan Perkotaan Baleangin di Kecamatan Balocci;
kawasan Perkotaan Bonto-Bonto di Kecamatan Ma'rang;
. kawasan Perkotaan Minasa Te'ne di Kecamatan Minasa Te'ne;
h.kawasan Perkoataan Bantimurung di Kecamatan Tondong Tallasa;
i. kawasan Perkotaan Mandalle di Kecamatan Mandalle.
FPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
. desa Sabalana Kecamatan Liukang Tangaya;
desa Satanger Kecamatan Liukang Tangava;
desa Pammas Kecamatan Liukang Kalmas;
desa Marasende Kecamatan Liukang Kalmas;
desa Mattiro Bone Kecamatan Liukang Tupabbiring:;
desa Mattiro Ujung Kecamatan Liukang Tupabbiring;
desa Mattiro Langi Kecamatan Liukang Tupabbiring
desa Mattiro Walie Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara;
desa Mattiro Bombang Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara:
kelurahan Balocci Baru Kecamatan Balocei;
kelurahan Tonasa Kecamatan Balocei;
kelurahan Talaka Kecamatan Ma'rang;
. desa Padang Lampe Kecamatan Ma'rang;
kelurahan Ma'rang Kecamatan Ma'rang,
kelurahan Biraeng Kecamatan Minasa Te'ne
kelurahan Minasa Te'ne Kecamatan Minasa Te'ne;
kelurahan Bontokio Kecamatan Minasa Te'ne;
kelurahan Kalabbirang Kecamatan Minasa Te'ne;
desa Tondong Kura Kecamatan Tondong Tallasa,
desa Lanne Kecamatan Tondong Tallasa;
desa Benteng Hecamatan Mandalle;
desa Boddie Kecamatan Mandalle,

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama
Pasal 7
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Sistermn jaringan prasarana Utama yang ada di Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan, terdiri atas :

a. sistem jaringan transportasi darat;

b. sistem jaringan transportasi laut; dan

c. sistem jaringan Perkeretaapian

Sistemn jaringan transportasi dan pusat-pusat hegiatan digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran li,
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportnsl Darat
Pasal B

{1} Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf a, meliputi jaringan lalulintas dan angkutan jalan, terdiri atas :
a. jaringan jalan;
b. jaringan prasarana lalu lintas;
c. jaringan layanan lalu lintas; dan
d, jaringan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
{2} Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada eyat (1) huruf a, terdiri atas
a, jaringan jalan arteri yang merupakan sistem jaringan jalan nasional yang ada
di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, terdiri atas :
1. Ruas Batas Kabupaten Barru - Batas Kota Pangkajene Kepulauan
sepanjang 31,866 Km;
2. Ruas jalan Kemakmuran sepanjang 0,699 Km;
3. Ruas Batas Kota Pangkajene Kepulauan - Batas Kab. Maros sepanjang
4,353 Km; dan
4. Ruas jalan Hasanuddin sepanjang 4,213 Km
b. peningkatan status jalan dari jalan lokal menjadi jalan provinsi berupa
kolektor primer (K2) yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, terdiri
atas ;
1. Ruas jalan Ladonge - Mallawa -Balocci panjang ruas 1,3 Km
2. E;EE jalan Jenetaesa -Bontobalang - Leangleang -Balocei panjang ruas 2,8
c. peningkatan status jalan dari jalan lokal menjadi jalan provinsi berupa jalan
kolektor sekunder (K3) yang eda di Kabupaten Panghkajene dan Kepulauan,
terdiri atas :
Ruas jalan Manyampa-Bantimurung panjang ruas 2,5 Km
E%ﬂ; Jalan Katapang-Dengeng-Dengeng; Boddie-Patalasang panjang ruas
3 Km
Ruas jalan Galung Boko-Lamperangeng panjang ruas 1,7 Km
Ruas jalan Padang-Padange-Jollo panjang ruas 1,0 Km
Ruas,lalan Padang-Padange-Biringkassi panjang ruas 2,3 Km
Ruas jalan Bawasalo-Gusung panjang ruas 2,0 Km
Ruas jalan Tanarajae-Kayu Jawaya panjang ruas 3,0 Km
Ruas jalan Tondong Kura-Pabbicarae panjang ruas 2,7 Km
. Ruas jalan Tumbue-Bonti panjang ruas 2,8 Km
10. Ruas jalan Pattupunge-Pujananti panjang ruas 5,0 Km
11. Ruas jalan Tekolabbua-pandanglayu panjang ruas 2,8 Km
d.jaringan jalan lokal primer K4 yang ada di Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan tercantum dalam lampiran Ill dan digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian 1:530.000, yang merupakan baglan vang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.
{3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdin atas ;
a. terminal tipe C terdapat di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro
b. halte yang terdapat di setiap wilayah kecamatan yang dipusatkan di Tbukota
Kecamatan, terdir atas ;
. Kawasan Perkotaan Balleangin di Kecamatan Balocci;
. Kawasan Perkotaan Labakkang di Kecamatan Labakkang;
. Kawasan Perkotaan Bonto-Bonto di Kecamatan Ma'rang;
. Kawasan Perkotaan Segeri di Kecamatan Segeri;
. Kawasan Perkotaan Minaza Te'ne di Hecamnatan Minasa Te'ne,
. Kawasan Perkotaan Bantimurung di Kecamatan Tondong Tallasa;
. Koawazan Perkotaan Mandalle di Kecamatan Mandalle;
. Kawasan Perkotaan Pangkajene di Kecamatan Pangkajene;
c. terminal barang yang penempatannya dilakukan berdasarkan hasil

studi/kajian terlebih dahulu.
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d, terminal agro dinrahkan pada Kecamatan Dungoro yang penempatannyn
dilakukan berdasarkan hasil atudi/kajian terlebil dahulu.

(4) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimakaud pada ayat (1) huruf e, terdiri
atas
a. trayek angkutan barang, terdird atas jalur pengangkutan hasil produksi

industri dar tempat produksi menuju pusat pemasaran dan pusat-pusat

kegiatan ekonom! yakni dard Kecamatan Bungoro mentju pelabuhan

pengangkutan barang dan menuju Makassar.

b. trayek angkutan penumpang, terdir atas :
1. Bus (AKAP| dengan pelayanan sepanjang jalan arterl dar poros Maros-
Pangkajene dan Kepulauan-Barru;
2. Mini Bus (AKDP) dengan pelayanan sepanjang jalan arterl dan kolektor
yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
J. Angkutan Kota (Angkot) dengan pelayanan i Kota Pangkajene; dan
4, Angkutan Perdesnan (Angdes) dengan pelayanan antar kecamatan dalam
wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulaunn,
(5} Jaringan angkutan sungal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl d, adalah
Jaringan prasarana dan pelayanan bagi pergerakan orang atau barang ke wilayah
pulau-pulau dalam wilaynh Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Jardngan
tersebut terdin atas
n, pengembangan simpul transportasi sungal pada dermaga Sungal Kalibone
Kecamatan Minasa Te'ne;

b. pengembangan simpul transportasi sungni pada dermaga Sungal Pangkajene
Kecamatan Pangkajene;

c. pengembangan simpul transporiasi sungai pada dermaga Sungai Limbangan
Kecamatan Labakkang;

d. pengembangan aimpul transportasi sungai pade dermaga Sungal Kassi Kebo
Kecamatan Ma'rang;

e. pengembangan simpul transportasi sungai pada dermaga Sungai Biringkass|
Kecamatan Bungoro;

. pengembangan simpul transportas| sungai pada dermaga Sungai Jennae
Kecamatan Ma'rang;

E. pengembangan simpul transportasi sungai pada dermaga Sungai Padadae
Kecamatan Pangkajene;

h. pengembangan simpul transporiasi sungai pada dermaga Sungai Pandang
Lau-Kecamatan Pangkajene;

i. pengembangan simpul transportasi sungnl pada dermaga Sungai Dawasalo
Kecamatan Segeri;

Parngral 2
Sistem Jarlngan Transportasi Laut
Pasal 9

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf b, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 lampiran
IV, meliputi :

a. tatanan kepelabuhanan; dan
b. alur pelayvaran.

{2) Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas ;
a. peningkatan status pelabuhan Biringkassi Kecamatan Bungoro menjadi
Felabuhan Pengumpul;
b. pembangunan dan pengembangan Pelabuhan pengumpan, terdiri atas:
1. pelabuhan S, Pangkajene di Kecamatan Pangkajene;
2. pelabuhan P, Balang Lompo di Kecamatan Liukang Tupabiring;
3. pelabuhan P. Kalukalukuang di Kecamatan Liukang Kalmas;
4. pelabuhan P. Sapuka di Kecamatan Liukang Tangaya; dan
5. pelabuhan Maceini Baji di Kecamatan Labakkang.
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¢. pengembangan dan peningkatan fasilitas pada pelabuhan-pelabuhan rakyat
vang berfungsi scbagal simpul-simpul pergerakan barang dan orang antar
pulau di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang tercantum dalam
lampiran V, terdiri da ¢
. pelabuhan Rakyat Kalibone Kecamatan Minasatene;
. pelabuhan Rakyat Pangkajene Kecamatan Pangkajene;
. pelabuhan Rakyat Limbangan Kecamatan Labakkang;
. pelabuhan Rakyat Kassikebo Kecamatan Ma'rang;
- pelabuhan Ralkyat Biringkassi Kecamatan Bungoro;
. pelabuhan Rakyat Jennae Kecamatan Ma'rang,;
. pelabuhan Rakyat Padadae Kecamatan Pangkajene;
- pelabuhan Rakyat Pandang Lau Kecamatan Pangkajene;
- pelabuhan Rakyat Bawasalo Kecamatan Segeri.
(3) Alur pelayaran sebagaimana dimeksud pada ayat (1] huruf b, yaitu alur
pelayaran angkutan barang (terutama produk semen| dan orang, terdiri atas :
1. Biringkassi — Pulau Kalimantan;
2, Biringkassi — Pulau Nusa Tenggara; dan
3. Biringkassi - Provinsi di Pulau Sulawesi
4. Biringkassi — Pulau Maluku dan Maluku Utara
5. Biringkassi — Pulau Papua
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Paragraf 3
Sistem Jaringan Perkeretaapian
Pasal 10

(1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf ¢, terdiri atas:
a. jalur kereta api; dan
b. stasiun kereta api.

(2) Jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas rencana
jalur kereta api lintas Sulawesi Barat -Makassar - Sulawesi Tengah yang
melintasi Kabupaten Pangkajene Kepulanan di Kecamatan Minasa Te'ne,
Pangkajene, Bungoro, Labakkang, Ma'rang, Segeri, dan Mandalle.; dan

(3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdir atas
rencana stasiun kereta api yang lerdapat di tiap wilayah kecamatan vang
dilintasi dan lokasinya ditetapkan setelah dilakukan studi kelayakan lokasi
stasiun kereta api.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pazal 11

{1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat [1)
huruf ¢, terdini atas :
a. sistem jaringan energi;
b. sistem jaringan telekomunikasi;
€. sistem jaringan sumber daya air; dan
d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

{2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat
keteliian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragrafl 1
Bistem Jaringan Energi
Pasal 12

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a
vang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 dan tercantum
dalam lampiran VI, meliputi :

a. sistem jaringan pembangkit tenaga listrik adalah pembangunan
ketenagalistrikan dikembangkan untuk memenuhi penyediaan tenaga listrik
sesuai dengan kebutuhan yang mampu mendukung kegiatan perekonomian
kabupaten;
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b. sistem jaringan transmisi tenaga listrik dikembagkan untuk penyaluran
tenaga listrik antar sistem yang menggunakan kawat saluran udara, kabel
bawah tanah, dan kabel bawah laut; mendukung ketersediaan pasokan
tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan dan
perdesaan, mendukung pengembangan kawasan perdesaan, pulau-pulau
kecil, dan kawasan terisolasi;

c. jaringan pipa minyak dan gas bumi.

{2) Sistem jaringan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdiri atas :

a. Pembanglit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), yang terdiri atas :

1. pulau Bangko-Bangkoang Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kapasitas

16,5 KVA;

2, pulau Laiya Kecamatan Liukang Tuparing kapasitas 60 KVA;
. pulau Balang Caddi Kecamatan Liukang Tupabbiring kapasitas 50 KVA;
- pulau Balang Caddi Kecamatan Liukang Tupabbiring kapasitas 50 KVA;
- pulau Gondong Bali Kecamatan Liukang Tupabbiring kapasitas 100 KVA;
. pulau Sapuka Kecamatan Linkang Tangaya kapasitas 60 KVA;
. pulau Sabaru Kecamatan Liukang Tangaya kapasitas 60 KVA;
leangpannikia Kecamatan Bungoro kapasitas 35 KVA;
- bulu Are kecamatan Balocei kapasitas 15 KVA

10. pandanglauau Kecamatan Pangkajene kapasitas 35 KVA.

b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), terdapat di Biringkassi Kecamatan
Bungoro yang berada pada lokasi PT. Semen Tonasa kapasitas 2 x 25 MW

¢. Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro (PLTMH]), terdapat di Bantimurung
Kecamatan Tondong Talassa kapasitas 2 x 10 MW

d. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), terdapat di wilayah pulau-pulau dan
daratan untuk memenuhi kebutuhan listrik pada Kecamatan Liukang
Tupabiring, Liukang Tupabiring Utara, Liukang Tangaya, Liukang Kalmas,
Balocci, dan Tondong Tallasa.

e. pengembangan sistem prasarana energi alternative yang bersumber dari
sungai, bio gas, energi matahari, dan angin menjangkau sampai ke desa-desa
yang letaknya berada di daerah tidak terjangkau jaringan listrik.

(3} Jaringan Prasarana Energl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah
jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri atas :

a. gardu induk, terdapat di beberapa lokasi, terdiri atas :

1. Pangkep I kapasitas 30 MVA:

2. Pangkep 1l kapasitas 20 MVA;

3.IBT Tonasa I kapasitas 31,5 MVA;

4. IBT Tonasa Il kapasitas 31,5 MVA;

5.IBT Tonasa Il kapasitas 31,5 MVA;

6. Extension, Pangkajene dan Kepulauan 11l kapasitag 30 MVA;
7. Extension, Pangkajene dan Kepulauan 1V kapasitas 60 MVA.

b. jaringan Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT]) yang menghubungkan
Bakaru - Makassar yang melintasi lokasi Mandalle, Segeri, Ma'ang,
Labakkang, Bungoro, Pangkajene dan Minasa te'ne,

{4) Depo bahan bakar minyak dan gas bumi dan jaringan pipa gas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf ¢ terdin atas:

a. depo bahan bakar minyak dan gas bumi terdapat di Kecamatan Bungoro; dan

b. jaringan pipa gas kota Wajo — Makassar yang melintasi Kabupaten Pangkajene
Kepulauan di Kecamatan Minasa Te'ne, Pangkajene, Bungoro, Labakkang,
Ma'rang, Segeri, dan Mandalle;

{5) Rincian rencana pengembangan sistem jaringan energi Kabupaten sebapaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 13

(1) Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
huruf b, terdiri atas :
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a. sistemn jaringan kabel;
b. sistemn jaringan nirkabel; dan
c. sistem jaringan satelit,

(2} Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas
sistem jaringan telekomunikasi tetap, jaringan telekomunikasi khusus dan
Stasiun Telepon Otomat (STO) dengan kapasitas 10.200 33T,

{3) Untuk mendukung sistem interkoneksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2],
diarahkan rencana pengembangan jaringan kabel telepon mengikuti pola jalan.

(4] Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdird
atas berupa lokasi menara Base Transceiver Station (BTS) dikembangkan
penggunaannya secara bersama dan tidak mengganggu aktifitas disekitarnya;

{5) Sistem jaringan satelit scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan menjangkau sampai pusat-pusat permukiman dan sentra-sentra
pmqusi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, yang akan mendukung
arus informasi dari dan ke wilayah hinterlandnya.

(6) Rincian rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi Kabupaten,
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana
tercantum dalam Lamplran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Bistem Jaringan Sumber Daya Alr
Pasal 14

(1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
huruf ¢ tercantum dalam Lampiean IX, terdin atas:

a. sumber air: dan

b. prasarana sumber daya air, Cekungan Air Tanah (CAT)

c. jaringan [rigasi;

d. jaringan Air Baku untuk Diminum;

¢. sistem Pengendali Banjir;

f. sistem Pengamanan Pantai,

(2] Eencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan
sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air secara terpadu (integrated)
dengan memperhatikan arahan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air
WS Saddang.

(3} Sumber air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. wilayah sungai lintas provinsi;

b. sumber air permukaan;

c. bendungan; dan

d. air tanah pada Cekungan Air Tanah [CAT).

{4) Wilayah sungai yang berada di Kabupaten Panghkajene dan Kepulauan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :

a. WS lintas provinsi WS Saddang mencakup Daerah Aliran Sungai (DAS) :

1. DAS Bonepute;
2. DAS Batulappa,;
3. DAS Baubau;
4. DAS Lapoko;

5. DAS Siwa;

6. DAS Lackolo.

b. bendungan Tombolo di Kecamatan Ma'rang.

{5) Air permukaan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b, meliputi:

a. air permukaan terdir atas Sungai Segeri, Sungai Pangkajene, Sungai Kalibone,
Sungai Ci'dokang, Sungai Tagari, Sungai Tombele, Sungai Senggerang dan
anak sungai lainnya; "

b. air permukaan lainnya berupa mata air yang terdapat di Kecamatan Segeri dan
Kecamatan Mandalle.
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(6) Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf ¢, terdiri atas :

a. daerah Irigasi Pemerintah Pusat, yaitu Di Tabo-Tabo dengan luas 8.615 Ha.

b. daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Provinsi terdiri dari :

1. DI Leang Lonrong dengan luas 1.229 Ha: dan
2. DM Padaelo dengan luas 2,958 Ha.

c. daerah [rigasi [Dl] kewenangan Pemerintah Kabupaten terdiri dari 41 DI

meliputi total luas 5.482 Ha;

. rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan ifigasi yang ada;

. pengembangan Daergh Irigasi [DI] pada seluruh daerah potensial yang
memiliki lahan pertanian yang ditujukan untuk mendukung ketahanan
pangan dan pengelolaan lahan pertanianberkelanjutan;

. membatasi konversi alih fungsi sawah irigasi teknis dan setengah teknis

menjadi kegiatan budidaya lainnya.

{7) Jaringan air baku untuk air minum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
huruf d terdiri atas :

d. Trencana pengembangan sumber air baku, meliputi :

l. sungai Segeri, Sungai Pangkajene, Sungai Kalibone, Sunpai Cidokang,
lsu‘-lilﬂgﬂj Tagari, Sungai Tombolo, Sungai Senggerang, dan anak sungai
nnya.
<. mata air yang terdapat di Kecamatan Segeri dan Kecamatan Mandalle,

b. rencana pengembangan jaringan sumber air baku mengutamakan air
permukaan dengan prinsip keterpaduan air tanah;

€. SPAM di Kabupaten dipadukan dengan sistem jaringan sumberdaya air
untuk menjamin ketersedinan air baku;

d. prasarana jaringan air minum meliputi intake air baku, jaringan perpipaan
air minum, saluran perpipaan air baku, dan instalasi pengolahan air minum
yang dikembangkan pada lokasi air baku potensial serta pusat-pusat
permukiman di seluruh kecamatan.

(8] Cekungan Air Tnnah (CAT) yang berada pada Kabupaten Pangkajene dan
H’epuial‘mn aeha.gm@ana yang dimaksud pada ayat (3] huruf d adalah CAT
Pangkajene fCAT lintas kabupaten, vaitu CAT Pangkajene yang terdapat di
Kecamatan Pangkajene;

(9} Sist::rq pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi
pantal di Kecamatan Bungoro, Segeri, Ma'rang, Labakkang, dan Pangkajene
dilakukan dengan :

8. sistem vegetative/konservasi sempadan pantai dengan cara penanaman bakau

di sepanjang pesisir dan pulau-pulau kecil;

b. sipil teknis dengan cara pembangunan bangunan pengaman pantai.

(10) DI sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri atas:

a. Daerah Irgasi (DI} kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu D.l Tabo-Tabo
dengan luas 8.615 Ha.

b. Daerah Ingasi (D) kewenangan Pemerintah Provinisi terdiri dari:
1. D.] Leang Lonrong dengan luas 1.229 Ha; dan
2. DI Padaelo dengan luas 2.958 Ha.

c. Daerah Irigasi (D) kewenangan Pemerintah Kabupaten terdiri dari 41 DI
meliputi total luas 5.482 Ha.

(11) Sistem Pengendalian Banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) huruf c,

dilakukan melalui:
a. pembangunan Kanal di Kecamatan Pangkajene, Labakkang dan Bungeoro; dan
b. pembangunan Pengaman Pantai di Kecamatan Bunpgoro, Segeri, Ma'rang,
Labakkang, dan Pangkajene.
Paragraf 4
Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan
Paszal 15

L

Sistern prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) huruf d, terdiri atas :

a, sistem jaringan persampahan;

b. =sistem jarnngan air minum;
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c. sistem jaringan drainase;
d. jalur evakuasi bencana; dan
e. sistem pengelolaan air limbah/ Sistem Jaringan Air Limbah.

Paragral 5
Slstem Jarlngan Persampahan
Pasal 16

{1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana persampahan di Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dipambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, meliputi
rencana TPS, TPA serta rencana pengolahan;

(2) Rencana TPS di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi TPS
sampah organik dan TPS sampah anorganik khususnya kawasan perkotaan
PKW, PKL, PKLp, PFK dan PPL;

(3) Rencana pengembangan tempat pengolahan sampah akhir (TPA) Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di Kelurahan Bontoa, Kecamatan
Minasa Te'ne dengan luas lahan 6 Ha;

(4} Rencana pengolahan sampah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah rencana pengolahan organik menjadi kompos skala kecil yang tersebar di
lingkungan permuliman.

(5] Rehabilitasi dan Rencana Pengembangan sarana dan prasarana persampahan,
bergerak dan tidak bergerak, khususnya TPS, kontainer dan truk di Kabupaten
Pangkajene Kepulauan disesuaikan dengan besarmnya timbulan sampah; dan

(6] Mengembangkan kemitraan dengan swasta berkaitan untuk pengelolaan sampah
dan penyediaan TPA.

Paragraf &
" Sistem Jaringan Air Minum
Pasal 17

Sistern jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelidan 1:50.000 tercantum dalam
lampiran XI dilakukan dengan sistem sebagai berikut:

(1) Mengoptimalkan Sungai Ci'dokang di Kecamatan Minasa Te'ne, Sungai Tagari di
Kecamatan Tondong Tallasa, Sungai Tombolo di Kecamatan Ma'rang, Sungai
Senggerang di Kecamatan Balocci dan sungai-sutigai lainnya sebagai sumber air
baku Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

{2) Mengembangkan perpipaan air bersih, meliputi wilayah Kecamatan Balocei,
Bungoro, Labakkang, Segeri, dan Ma'rang;

{3) Mengembangkan dan meningkatkan instalasi air minum dan reservoir;

{4) Mengembangkan dan meningkatkan jaringan distribusi PDAM secara merata di
kawasan-kawasan perkotaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

(5] Mensuplay air minum masyarakat pada daerah-daerah dataran tinggi dengan
sistem water supply selanjuinya secara grafitasi didistribusi ke kawasan-
kawasan permukiman,

(6) Sambungan langsung melalui pipa transmisi dari sumber air minum ke pusat
Penyediaan Air Minum (PAM] setempat, dan melalui pipa distribusi
disambungkan langsung ke rumab-rumah dan fasiltas umum serta fasilitas
sosial;

(7) Disediakan kran-kran umum pada kawasan-kawasan permukiman padat; dan

(8) Sambungan langsung dari PAM perdesaan dengan sumber-sumber air baku dari
mata air di pegunungan.

Paragraf 7
Sistem Jaringan Drainase
Pazal 18

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Drainase Wilayah Kabupaten sebagaimeana
dimaksud dalam Pasal 15 huruf ¢ yang tercantum dalam lampiran XII, meliputi :
a. sistem drainase dilakukan dengan perencanaan yang baik, terutama diperkotaan

melalui penanganan yang sinergis antara masyarakat dan instansgi yang terkait.
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b. pembangunan dan peningkatan drainase primer yang dilakukan melalui
normalisasi dan perkuatan tebing, termasuk sungai sebagai badan air.

¢. pembangunan dan peningkatan drainase sekunder pada daerah permukiman
perkotaan dan perdesaan yang rawan bencana banjir menuju drainase primer;

dan
d. pembangunan dan peningkatan sistem drainase tersier pada lingkungan
Paragraf 8
Jalur Evakuasi Eencana
Pasal 19

Rencana Jalur Evakuasi Bencana Alam Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 huruf d, tercantum dalam lampiran XIII meliputi :
a. jalur evakuasi bencana banjir di Pangkajene, Labakkang dan Bungoro;.
b. jalur evakuasi bencana longsor di Kecamatan Tondong Tallasa, Balocci, dan
Bungoro
c. jalur evakuasi abrasi pantai dan tsunami di Kecamatan Pangkajene, Bungoro,
Labakkang, Ma'rang, Segeri, Mandalle serta wilayah pulau-pulau kecil dalam
wilayah Kabupaten Pangkep;
d. jE:ILll' evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf ¢
direncanakan mengikuti/menggunakan jaringan jalan dengan rute terdekat ke
ruang evakuasi dan merupakan jaringan jalan paling aman dari ancaman berbagai
bencana, serta merupakan tempat-tempat yang lebih tinggi dari daerah
bencana:;dan
e. jalur mitigasi bencana/evakuasi bencana pesisir dan pulau-pulau keeil
1. untuk bencana banjir, evakuasi bencana dilalukan di kecamatan-kecamatan
dengan kemiringan lahan yang lebih tinggi, yakni menuju Kecamatan Balocei
dan Kecamatan Tondong Tallasa

2. untuk bencana tanah longsor, evakuasi bencana dilakukan di kecamatan-
kecamatan yang relative lebih aman, yakni menuju Kecamatan Pangkajene.

Paragraf 9
Sistem Pengelolaan Alr Limbah
Pasal 20

Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah Wilayah Kabupaten sebapaimana dimaksud

dalam Pasal 15 huruf e meliputi:

a. rencana [PAL limbah industri ditempatkan tidak jauh dar kawasan-Kawasan
agroindustri agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pengelolaan
limbah. Untuk menunjang hal tersebut dalam zonasi kawasan peruntukan
budidaya dalam hal ini adalah kawasan peruntukan industri yang terdiri dari
kawasan industri atapun kegiatan industri yang berpotensi mencemari
lingkungan dapat mencantumkan ketetapan untuk mengadakan kajian AMDAL;

b. rencana 1PAL limbah domestik Kabupaten diarahkan ke sistemn kluster vang
berada di kawasan Perkotaan di Kabupaten:

c. rencana Sistem Perpipaan Air Limbah Kabupaten diarahkan ke sistem komunal

yang berada di Kota Pangkajene dan Ibukota Kecamatan lainnya.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 21

{1} Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi rencana kawasan lindung dan
leawasan budidaya,

(2) Rencana pola ruang wilayah Ksbupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta rencana pola ruang dengan tingkat ketelitian skala 1 :
50.000 sebagai Lampiran XIV, vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan daerah ini.
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Bagian Hedua
Kawasan Lindung
Pasal 22

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), terdiri atas :
a. kawasan hutan lindung;

b. kawasan perlindungan setempat;

c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;

d. kawasan rawan bencana alam;

e. kawasan lindung geologi.

Paragraf 1
Kawnsan Hutan Lindung
FPasal 23

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a

digambarkan dalam peta rencana pola ruang dengan tingkat ketelitian skala 1 :

20.000 tercantum dalam lampiran XV, diarahkan pengelolaan dan

pengembangannya terdiri atas :

a. pengendalian kegiatan budidaya yang telah berlangsung lama dalam kawasan
hutan lindung;

b, pengembalian fungsi hidrologis kawasan hutan yang telah mengalami kerusalkan
dengan reboisasi;

¢. percepatan rchabilitasi hutan/rebeisasi hutan lindung dengan tanaman yang
sesuai dengan fungsi lindung;

d. pemantauan kegiatan yang diperbolehkan di kawasan hutan lindung agar tidak
mengganggu fungsi lindung; dan

e. rencana Pengembangan Hutan Lindung (HL) yang terdapat di Kecamatan Minasa
'Tf:e?’:aﬂ :;E!a:?c:ci. Tondong Tallasa,Bungore,Segeri dan Mandalle Dengan luas total

701,71 ha.

HKawasan Yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya
Pasal 24

(1) Kawasan yang membenkan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b, adalah kawasan resapan air

(2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1] terdapat di
Kecamatan Balocci, Tondong Tallasa,Bungoro,Segeri dan Mandalle

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat
Pazal 25

(1) Kawasan perlindungan setempat se¢bagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b,

terdiri atas :

a. kawasan sempadan pantai:

b. kawasan sempadan sungai;

c. kawasan ruang terbuka hijau perkotaan: dan
d. kawasan kearifan lokal.

(2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdapat di kawasan pesisir pantal Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
sepanjang kurang lebih 45,60 Km, yang terdapat di Kecamatan Mandalle,
Kecamatan Segeri, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Labakkang, Kecamatan
Minasate'ne, dan Kecamatan Pangkajene, denpan ketentuan :

a., daratan sepanjang tepian laut denpan jarak minimal 100 meter dari titik
pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau

b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam
atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik

pantai.
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c. permukiman yang sudah ada di kawssan sempadan pantai perlu
dikendalikan aktifitasnya

d. mencegah pembuangan sampah dan limbah rumah tangga langsung ke
pantai fbadan air.

e, mengatur saluran drainase terutama saluran limbah rumah tangga agar tidak
langsung masuk ke badan air tetapi ditampung terlebih dahulu dalam lobang
resapan di setiap halaman rumah dan/atau ditampung dan dikelola di bak
penampungan [1IPAL.

l. pengendalian kegiatan yang telah ada di kawssan sempadan pantai dengan
Imengamhkun kegiatan untuk mengembalikan fungsi kawasan sebagai fungsi
indung,

E. menectapkan zona aman dan evakuasi pada pesisir yang berpotensi tsunami
dan merencanakan perwilayahan pesisir yang mengacu pada mitigasi
bencana.

h. fungsi dari pemanfaatan sempadan pantai yaitu penanaman kembali atau
pelestarian hutan bakau dan mangrove di sempadan pantai sebagai pencegah
terjadinya gelombang pasang dan abrasi.

(3} Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdapat di sepanjang bantaran Sungai Segeri, Sunpai Pangkajene, Sungai
Kalibone, Sungai Ci'dokang, Sungai Tagari, Sungai Tombolo, Sungai Senggerang
dan anak sungai lainnya dan anak sungai lainnya baik yang mengalir di kawasan
perkotaan maupun di luar kawasan perkotaan dengan ketentuan :

a. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul diluar kawasan
permukiman dengan lebar 100 [seratus) meter dari tepi sungai;

b. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul diluar kawasan
permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi
sungai; dan

¢. untuk sungai dikawasan permukiman berupa sempadan sungai yang
diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 - 15 meter;

d. fungsi sungai sebagai halaman depan, dan bukan sebagai halaman belakang
yang berfungsi sebagai tempat pembuangan limbah,

(4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdapat
di Kecamatan Segeri dan Kecamatan Mandalle, dengan ketentuan perlindungan
sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sckitar mata air.

(5) Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu
berupa Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (RTHF) yang ditetaplan minimal dengan
luas 30 % dar luas kawasan terbangun, meliputi 20% RTHF publik dan 10%
RTHP privat, berada di [bukota Kabupaten dan [bukota Kecamatan.

(6) Kawasan kearfan lokal sebaganimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah
kawasan Kerajaan Segeri (Kediaman Bissu) di Kecamatan Segeri dan Kawasan
Songka Bala di Kecamatan Linkang Tupabbiring ditetapkan berdasarkan
ketetapan adat vang berlaku.

Parapgral 3
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya
Pasal 26

(1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebapaimana
dimaksud dalam Pasal 22 huruf ¢, terdini atas ;
a. kawasan pantai berhutan bakau;
b. kawasan taman nasional;
¢. kawasan taman wisata alam laut; dan
d. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
(2) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1} hurafl a,
dengan luas keseluruhan adalah 1.264 Ha, yang penyebarannya meliputi:
a. kawasan pantai berhutan bakau terdapat di Kecamatan Mandalle;
b. kawasan pantai berhutan bakau terdapat di Kecamatan Segen,
c. kawasan pantai berhutan bakau terdapat di Kecamatan Ma'rang;
d. kawasan pantai berhutan bakau terdapat di Kecamatan Labakkang;
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€. kawasan pantai berhutan bakau terdapat di Kecamatan Bungoro;

. kawasan pantai berhutan bakau terdapat di Kecamatan Pangkajene dengan
luas kurang lebih 32,70 Ha;

g. kawasan pantai berhutan bakau terdapat di Pulau Sagara, Sabangko dan
Bangko-Bangkoang Kecamatan Liukang Tuppabbiring;

h. kawasan pantai berhutan bakau terdapat di Pulau Kapoposang Bali, Satanger,
Sailus Besar, Sailus Kecil, Aloang, Pelokang Besar, Pelokan Kecil, Sapuka
Kecamatan Liukang Tangaya; dan

i. kawasan pantai berhutan bakau terdapat di Pulau Dewakang Lompo, Bangko-
Bangkoang, Deoangdoangan Caddi, Kalu-kalukuang, Pammas Kecamatan
Liukang Kalmas.

{3) Kawasan Taman Masional Bantimurung - Bulusaraung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, yang berada di wilayah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan di Kecamatan Balocci;

(4] Kawasan taman wisata alam laut Kepulauan Kapoposang;

(3) Kawasan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :

a. taman Purbakala Sumpang Bita dan Gua Bulu Sumi di Kecamatan Balocel
yang merupakan tempat peninggalan zaman prasejarah pada masa lampau;

b. kawasan Taman Nasional Bantimurung - Bulusaraung di Kecamatan Baloeci;

€. gua lukisan purbakala Leang Pattenung, Leang Kassi, Leang Limbubbuka,
Leang Caddia,Lambuto, Leang Ujung Bulu, Leang Kajuara , Leang saka pao,
Leang Bulu Ribba, Leang Camming kana, Leang Sassang, Leang batang
Lamara, Leang Sapiria, Leang Ulu Tedong, leang Garunggung, Leang saluka,
Leang maccina, Leang Lesang , leang Cumi Lantang,dan Leang Lompoa di
Kecamatan Minaza Te'ne, Leang Biringere Kecamatan Bunporo, Leang Bulu
Balang, Leang Lasi Tae, dan Leang pamelakang Tedong Kecamatan Labakkang

Paragraf 4
Kawasan Rawan Bencans Alam
Pasal 27

(1) Kawasan rawan bencana alam scbagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d,
terdini atas:
a. kawasan rawan tanah longsor; dan
b. kawasan rawan banjir.

(2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada syat (1) huruf a,
berada di Kecamatan Tondong Tallasa, Balocci, dan Bungora; dan

(3] Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di
Kecamatan Pangkajene, Labakkang dan Bungorao.

Paragraf 5
HKawasan Lindung Geologi
Pasal 28

{1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, terdini
atas:
a. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
(2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf &, terdini atas:
a. kawasan rawan tsunami, terdapat di wilayah pulau-pulau yang meliputi
wilayah pulau di Kecamatan Liukang kalmas dan Liukang Tangaya; dan
b. kawasan rawan abrasi, terdapat di wilayah pesisir pantai di Kecamatan
Pangkajene, Bungoro, Labakkang, Ma'rang, Segeri, Mandalle.
(3) Kawasan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
huruf b, terdiri atas: kawasan selitar mata air, terdapat di Kecamatan Segeri dan
Kecamatan Mandalle
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Baglan Katiga
Kawasan Budidaya
Pasal 29

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), terdiri atas :
kawasan peruntukan hutan produksi;

kawasan peruntukan hutan rakyat;

kawasan peruntukan pertanian;

kawasan peruniukan perikanan;

kawasan peruntukan pertambangan;

kawasan peruntukan industri;

kawasan peruntukan pariwisata;

kawasan peruntukan permukiman; dan

kawasan peruntukan lainnya,

~TE SO LN oD

Paragraf 1
Knwansan Peruntukan Hutan Produlks]
Pasal 30

(1} Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
huruf a yang dicantumkan dalam Lamplean XVI, terdir atas:
a. kawasan hutan produksi dengan luasan kurang lebih 2.733,25 Ha; dan
b. kawasan hutan produksi terbatas dengan luasan kurang lebih 2.939,98 Ha.
(2) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri
Atas:
a. kawasan hutan produksi di Kecamatan Minasa Te'ne dengan luas kurang lebih
1.116,16 Ha; dan
b. kawasan hutan produksi di Kecamatan Tondong Tallasa dengan luaa kurang
lebih 1.617,09 Ha.
(3) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdiri atas;
a. kawasan hutan produksi terbatas di Kecarnatan Tondong Tallasa dengan luas
kurang lebih 1.927,16 Ha;
b. kawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Bungoro dengan luas kurang
lebih 315,86 Ha;
c. kawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Segeri dengan luas kurang
lebih 602,75 Ha; dan
d. kawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Ma'mang dengan luas kurang

lebih 94,21Ha.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat
Pasal 31

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b

dengan luasan kurang lebih 345,19 Ha, terdin atas:

a. kawasan hutan ralyat di Kecamatan Minasa Te'ne dengan luasan kurang lebih
288,79 Ha;

b. kawasan hutan rakyat di Kecamatan Tondong Tallasa dengan luasan kurang lebih
27,12 Ha;dan

c. kawasan hutan rakyat di Kecamatan Bungoro , denpan luasan kurang lebih
29,28 Ha.
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Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Partanian
Pasal 32

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagalmana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c,
terdirl atas
a. kawasan p eruntuk an pertanian lanaman pangan;

b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura;

¢. kawasan peruntukan perkebunan; dan

d. kawasan peruntukan peternakan.

(2) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a digambarkan dalam peta rencana pola ruang dengan tingkat ketelitian
skila 1 : 50.000 sebagai Lampiran XVII, terdiri dari:

a. kawasan peruntukan perianian lahan basah dikembangkan di Kecamatan
Labakkang, Ma'rang, Bungoro, Minasa Te'ne, Balocci, Segeri, Pangkajene dan
Mandalle dengan luas kurang lebih 14.934 Ha;

b. kawasan peruntukan pertanian lahan kering, terdirl atas:

1. kawasan peruntukan budidaya padi lahan kering di Kecamatan
Balocci,Tondong Tallasa, dan Segeri dengan luas kurang lebih 15 Ha;

2. kawasan peruntukan pertanian tanaman jagung terdapat di Kecamatan
Minasatene, Labakkang, Segeri dan Mandalle;

3. kawasan peruntukan pertanian tanaman kacang kedele terdapat di

Kecamatan Bungoro, Balocei, Tondong Tallasa dan Labakkang;

kawasan peruntukan pertanian tanaman kacang tanah terdapat di

Kecamatan Balocel dan Tondong Tallasa;

kawasan peruntukan pertanian tanaman ubi kayu terdapat di Kecamatan

Labakkang, Segeri dan Mandalle;

kawasan peruntukan pertanian tanaman kacang hijau terdapat di

Kecamatan Ma'rang dan Segeri; dan

kawasan peruntukan pertanian tanaman ubi jalar terdapat di Kecamatan

Labakkang dan Ma'rang.

(3) Kawasan peruntukan hertikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
a. kawasan peruntukan perkebunan jeruk terdapat di Kecamatan Labakkang dan

Ma'rang; dengan luasan kurang lebih 1,100 Ha;

b. kawasan peruntukan perkebunan cabe terdapat di Kecamatan Ma'rang dan
Segeri dengan luasan kurang lebih 68 Ha;

c. kawasan peruntukan perkebunan Pisang terdapat di Kecamatan Tondong
Tallasa dan Belucel dengan luasan kurang lebih 500 Ha; dan

d. kawasan peruntukan perkebunan papaya terdapat di Kecamatan Mandalle
dan Ma'rang, dengan luasan kurang lebih 300 Ha;

e. kawasan peruntukan perkebunan Mangga terdapat di semua wilayah
kecamatan kecuali wilayah kecamatan pulau-pulau kecil dengan luasan
kurang lebih 1000.Ha.

(4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufe,
terdiri atas:

a. kawasan peruntukan perkebunan kelapa dalam & hibrida, terdapat di
Kecamatan Mandalle, Kecamatan Liukang Kalmas, Liukang Tupabiring dan
Liukang Tangaya dengan luas kurang lebih 107 Ha;

b. kawasan peruntukan perkebunan kopi robusta, terdapat di Kecamatan
Mandalle dan Marang;

c. kawasan peruntukan perkebunan kakao, terdapat di Kecamatan
Ma'rang,Segeri dan Mandalle;

d. kawasan peruntukan perkebunan cengkeh, terdapat di Kecamatan
TondongTallasa dan Baloccei;

e. kawasan peruntukan perkebunan lada, dikembangkan di Kecamatan
Segeri,Tondong Tallasa dan Balocci;

f kawasan peruntukan perkebunan jambu mete, terdapat di Kecamatan
Mandalle dan Ma'rang;

-
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g. kawasan peruntukan perkebunan kemiri, terdapat di Kecamatan
Mandalle,Segeri Ma'rang dan Balocci;
h. kawasan peruntukan perkebunan kapuk, terdapat di Kecamatan Mandalle
dan Bungoro;
{5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d,terdirl atas;
a, kawasan peruntukan pengembangan termak besar terdapat di Kecamatan
Tondong Tallasa, Balocei, Labakkang, Ma'rang;
b. kawasan peruntukan pengembangan ternak unggas terdapat di Kecamatan
Labakkang, Segeri, Balocci dan Mandalle;
c. kawasan peruntukan pengembangan ternak kecil terdapat di Kecamatan
Ma'rang dan Segeri.
(6) Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah di seluruh kecamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b ditetapkan sebagai kawasan
pertanian pangan berkelanjutan,

Paragral 4
HKawasan Peruntukan Perlkanan
Pasal 33

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d
digambarkan dalam peta rencana pola ruang dengan tinghkat ketelitian skala 1 :
50.000 dicantumkan dalam Lampiran XVIII, terdiri atas :

a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;

b. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan

c. kawasan pengembangan minapolitan.

(2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, dikembangkan di :

a. kecamatan Liukang Tangaya;

b. kecamatan Liukang Kalmas;

c. kecamatan Liukang Tupabbiring;

d. kecamatan Liukang Tupabbiring Utara;

e. kecamatan Panghkajene;

f. kecamatan Labakkang;

E. kecamatan Ma'rang,

h. kecamatan Segeri;

i. kecamatan Mandalle,

(3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, terdapat kecamatan yvang terdird atas |
a. kawasan pengembangan budidaya perikanan air tawar seluas 1,6 Ha, terdapat

di Balleanging Kecamatan Balocci;

b. kawasan pengembangan budidaya perikanan air payau seluas 13.000 Ha,
terdapat di Kecamatan Mandalle, Minasa Te'ne, Segeri, Ma'rang, Labakkang,
Bungoro, dan Pangkajene;

c. potensi budidaya komoditi rumput laut, terdapat di Kecamatan Mandalle,
Ma'rang, Segeri, Labakkang, Liukang Kalmas, Liukang Tangaya, Liukang
Tupabiring dan Liukang Tupabiring Utara dengan luas 7.900 Ha.

(4) Kawasan pengembangan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢, direncanakan terintegrasi dan terpadu dengan pengembangan peruntukan
perikanan dengan pusat pengembangan di Kecamatan Labakkang yang terletak
di Kelurahan Pundata Baji Dusun Maccini Baji, dan sub pusat yang terletak di
Kecamatan Minasa Te'ne, Pangkajene, Bungoro, Ma'rang, Segeri, Mandalle, dan
Liukang Tupabbiring Utara.

(5) Pelabuhan pendaratan ikan terdapat di :

1. pengembangan PPl Kalibone di Kecamatan Minasatene;

2. pengembangan PPl Tekolabbua di Kecamatan Pangkajene;

3. pengembangan PPl Palampang di Kecamatan Pangkajene;

4. pengembangan PPl Limbangang di Kecamatan Ma'rang,
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PPl Pitusunggu di Kecamatan Ma'rang;

pengembangan PPI Bawasalo di Kecamatan Segeri,

PPl Kassl Kebo di Kecamatan Ma'rang;

FPl Gusunge di Kecamatan Ma'rang;

. PPl Bonea di Kecamatan Segeri;
10. PPl Tamarupa di Kecamatan Mandalle,
11. pengembangan TPl di Maccini Baji di Kecamatan Labakkang.

(5} Kawasan pesisir dan kelautan adalah perairan pantai sampal batas kearah laut
sejauh 4 mil laut dari garis pantai yang memiliki potensi kerusakan lingkungan
di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sehingga dibatasi dalam pertumbuhan
wilayahnya yang selanjutnya diatur dalam insentif dan disinsentif.

(7) Lokasi wilayah pesisir dan kelautan meliputi seluruh wilayah kecamatan, kecuali
Kecamatan Tondong Tallasa, dan Balocci.

0o O i

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertambangan
Pasal 34

(1) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 huruf e digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian skala 1 : 50.000 sebagai Lampiran XIX, berupa kawasan peruntukan
pertambangan mineral dan batubara;

(2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} huruf a terdiri dari:

a. komoditas tambang batuan meliputi:

1. marmer, terdapat di Kelurahan Balleangin , Kelurahan Kassi, Kelurahan
Balocci Baru Kecamatan Balocei, Desa Panaikang, Kelurahan Bontoa
Kecamatan Minasa Te'ne,Desa Tabo-tabo, Desa Mangilu Kecamatan
Bungoro , Desa Bulu TelluE, Desa Bantimurung, desa Malaka Kecamatan
Tondong Tallasa, Desa Taraweang, Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang;

2. batu gamping, terdapat di Desa Biring Ere Kecamatan Bungoro, Desa
Mangilu Kec. Bungoro, Desa Lanne Kec. Tondong Tallasa, B. Campaagi
Kelurahan Tonasa Kecamatan Balocci, B. Rumbia Kecamatan Baloeci, dan
kampung Parenreng Desa Parenreng Kecamatan Segeri;

3. tanah liat (lempung), terdapat di Kecamatan Bungoro dan Tondong Tallasa,
Kelurahan Tonasa, Desa Bantimala, Desa Tabo-Tabo, Kecamatan
Pangkajene sampai Kelurahan Bonto Mate'ne Kecamatan Segeri-Mandalle
dan Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Minasatene:
batu Gunung, terdapat di Kecamatan Minasatene, Bungoro, Tondong
Tallasa, Balocei, Labakkang, Ma'rang, Segeri dan Mandalle;
kerikil Sungai, Terdapat di Kecamatan Balocci;
pasir Urug, tersebar di Kecamatan Daratan;
kaoling, terdapat di Kecamatan Bungoro dan Tondong Tallasa;
basal, penyebarannya di Kecamatan Tondong Tallaza;
kristal Kuarsa, terdapat di Desa Lanne Kecamatan Tondong Tallasa; dan
0. sirtu, terdapat di Kecamatan Minasatene, Balocei, Pangkajene, Tondong

Tallasa, Bungoro, Labakkang, Segeri, Ma'rang dan Mandalle,
b. komoditas tambang mineral logam meliputi:
1. krom, terdapat di Kecamatan Segeri-Mandalle;
2. emas, terdapat di Kecamatan Bungoro dan Tondong Tallasa; dan
3. besi, terdapat di Kampung Bung Kecamatan Minasatene.

e. komoditas tambang mineral bukan logam meliputi:

1. pasir Kuarsa, terdapat di Kecamatan Tondong Tallasa, Bungoro dan Balocei;
dan
2. kaolin, terdapat di Kecamatan Bungoro dan Tondong Tallasa

d. komoditas tambang batubara meliputi potensi tambang Batu Bara yang

terdapat di Kecamatan Tondong Tallasa, Bungoro, Ma'rang dan Segen.

o
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Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industrl
Pasal 35

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf {,

terdini atas :

a. kawasan peruntukan industri besar;

b. kawasan peruntukan industri sedang; dan

¢. kawasan peruntukan industrd mikro.

Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, terdiri atas :

a. industri semen di Kecamatan Bungoro,

b. pengolahan Semen di Kecamatan Bungoro,

c¢. pengolahan Marmer di Kecamatan Bungoro dan Labakkang

Kawasan peruntukan industrd sedang secbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf :!J, tersebar pada semua kecamatan di wilayah daratan sesuai dengan
potensi unggulan yang dimiliki dan kondisi lingkungan yang ada.

Kawasan peruntukan industri mikro sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf
c, meliputi Jenis industri yang umumnya bergerak dalam industri makanan,
industri tekstil, pakaian jadi, industri kayu dan logam.

Rencana pengembangan kawasan industri yaitu Kawasan Industri Pangkajene
dan Kepulauan (KIPA) yang berlokasi di Kecamatan Bungoro.

Pasal 36

Pf:nctapan zonasi kawasan industri sebagaimana pada Pasal 35 perlu didukung
sistem pengolahan limbah tersendiri dan dipisahkan dengan sistem pengolahan
limbah lingkungan sekitarnya.

(1)

(2)

(3)

(4)

Paragraf 7
Kawasan Peruntulan Pariwisata
Pasal 37

Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g

digambarkan dalam peta dengan tingkat Ketelitian skala 1 : 50.000 sebagai

Lampiran XX, terdir atas :

a. kawasan peruntukan pariwisata budaysa;

b. kawasan peruntukan pariwisata alam;

c. kawasan peruntukan pariwisata buatan.

Kavwasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, terdird atas;

a. kawasan Arajang (Bissu) di Kecamatan Segeri;

b. kawasan Taman Purbakala Sumpang Bita , Gua Bulu Sumi Kecamatan Balocoei

¢. kawasan Makam Somba Labakkang di Kecamatan Labaklkang; dan

d. kawasan Makam A. Mauraga di Kecamatan Pangkajene.

Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, terdiri atas:

a. permandian Alam Mattampa/ Museum Karst di Kecamatan Bungoro;

b. permandian Alam Amputtang di Kecamatan Segeri;

c. leang Kassi dan Taman Laut Kapoposang terdapat di Pulau Kapoposang
Kecamatan Liukang Tupabiring;

d. pantai pasir Maccini Baji, dan Pulau Suci *mustika langka’ yang terletak di
Kecamatan Liukang Tuppabiring.

Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢, adalah kawasan wisata Mattampa Kecamatan Bungoro.
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Parngraf 8
Hawasan Peruntukan Permukiman
Pasal 38

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf
h yang dicantumkan sebagai Lampiran XXI, terdiri atas :
&. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
(2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
8. kawasan permukiman perkotaan didominasi oleh kegiatan non agraris dengan
tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti
perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan;
b. komando Rayon Militer (Koramil) yang berada di kecamatan-kecamatan di
wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
¢. Polres Pangkajene dan Kepulauan di Kecamatan Pangkajene;
d.Polsek yang berada di kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten
Fangkajene dan Kepulauan.
(3) Rencana pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi:
a. mendukung peningkatan prasarana dan sarana di kawasan pertahanan dan
keamanan negara; dan
b. mendukung penataan kawasan pertahanan dan keamanan Negara.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Lainnya
Pasal 39

(1} Rencana kawasan peruntukan lainnya dimalsud dalam Pasal 29 huruf i, terdiri
atas :

a. merupakan kawasan olahraga,

b. kawasan perdagangan;

. kawasan pekuburan; dan

d. kawasan pertahanan dan keamanan.

(2) Rencana Kawasan Olahraga stbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
merupakan kawasan olahraga skala Kabupaten di Kota Pangkajene dan
Kepulauan dan kawasan olah raga yang dikembangkan secara berhirarki pada
masing-masing pusat dan sub pusat kegintan secara proporsional:

(3] Kawasan peruntukan perdagangan sebagaimana pada ayat (1) huruf b,
merupakan kawasan yang potensil dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan
yang meliputi:

a. pengembangan Pasar Sentral di Kota Pangkajene Kecamatan Pangkajene ;

b. kawasan perdagangan skala kecamatan yvang terdistribusi di seluruh Pusat
PKLp dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di perkotaan Seluruh Thu Kota
Kecamatan;

¢, kawasan perdagangan skala lokal yang terdistribusi di seluruh Pusat
Pelayanan Lingkungan (FPL).

(4] Kawasan Pekuburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, adalah
kawasan pelkuburan Regional yang tersebar diseluruh wilayah Kecamatan:

(5] Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e, yaitu kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan terdiri atas :

a. Homando Distrik Militer (Kodim) 1421 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
diKecamatan Pangkajene;

b. Komando Rayon Militer (Koramil) yang berada di kecamatan-kecamatan di
wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;

c. Polres Pangkajene dan Kepulauan di Kecamatan Pangkajene;

d. Polsek yang berada di kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan.
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{6) Rencana pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi:
a. mendukung peningkatan prasarana dan sarana di kawasan pertahanan dan
keamanan negara; dan
b. mendukung penataan kawasan pertahanan dan keamanan Negara.

Pasal 40

(1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan
yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan
setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari
badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

BAR YV
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Pasal 41

(1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, terdiri
atas :
a. kawasan Strategis Provinsi; dan
b. kawasan Strategis Kabupaten,
c. kawasan Agropolitan.

{(2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIl, yang merupakan bagian
tidak terpizahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

(1) Kawasan Strategis Provinsi (KSP] yang ada di Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
a. KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
b. KSP dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(2) KSP dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam avat (1)
huruf a, terdiri atas:

a. kawasan lahan pangan berkelanjutan pada semua wilayah kecamatan yang
diarahkan pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan; dan

b. kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditas unggulan jambu mete
di Kecamatan Ma'rang;

c. kawasan pengembangan budidaya udang pada wilayah Kecamatan Minasa-
Te'ne, Pangkajene, Labakkang, Ma'rang, Segeri, Mandalle, dan Bungoro ; dan

d. kawasan Pabrik Semen Tonasa di Kecamatan Bungoro.

(3) KSP dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kawasan wisata bahari Mamminasata
dan sekitarnya di Kecamatan Liukang Kalmas, Liukang Tangaya, Liukang
Tupabiring dan Liukang Tupabiring Utara,

Pasal 43

{1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1)

huruf b, terdiri atas :

a. kawasan yang memilild nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;

b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;

¢, kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan
sumber daya alam dan fatau teknologl tinggi; dan

d. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya
dukung lingkungan hidup.
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(2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, terdiri dari:
a. kawasan perdagangan di Kota Pangkajene;
b. kawasan Wisata Mattampa;,
¢. kawasan Minapolitan Labakkang terdapat di Kecamatan Labakkang, Minasa
Te'ne, Pangkajene, Bungoro, Marang, Segeri, Mandalle, dan Liukang
Tupabbiring Utara yang juga berfungsi sebagai Kawasan Strategis Cepat
Tumbuh.
(3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, meliputi kawasan Bantimurung Tompo bulu yang terdapat
di Kecamatan Tondong Tallasa dan Bungoro;
(4} Kawasan strategis dar sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan
hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Kawasan karst yang
tedapat di Kecamatan Balocei, Tondong Tallasa.

Pasal 44

(1) Untuk operasionalisasi RTRWK Pangkajene dan Kepulauan dapat disusun
dengan Rencana Tata Ruang yang lebih rinci.

(2) Rencana Tata Ruang yang lebih rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 45

(1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur
ruang dan pola ruang.

(2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan
peleksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.

(3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

{1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2)
disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan
dalam Lampiran XXIIl, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

(2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Angpgaran Pendapatan
dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta
dan kerja sama pendanaan.

{3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang — undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANWFAATAN RUANG

Bapian Kesatu
Umum

Pasal 47

(1) Ketentuan pengendsalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan
sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
Kabupaten.

(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :

a. ketentuan umum peraturan zonasi;

b. ketentuan perizinan;

c. ketentuan insentif dan disinsentf; dan
d. arahan sanksi.
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Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Pasal 48

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah
Daerah dalam menyusun peraturan zonasi.

{2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :

a, ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan

c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar prasarana
pengelolaan lingkungan sistem prasarana nasional dan wilayah , terdiri atas :
1. Kawasan sekitar prasarana transportasi;
2. Kawasan sekitar prasarana energi;
3. Kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
4. Kawasan sekitar prasarana sumber daya air;

d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan
Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Parapraf 1
HEetentuan umum Peraturan Zonasi
Ketentuan umum Peraturan Zonasl Pusat-pusat Kegiatan
Fasal 49

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf &, huruf b, huruf ¢, dan horuf d, meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai
FEKW;

b. ketentuan umum pecraturan zonasi kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai
PKLp;

c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai
FFK; dan

d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotasn yang berfungsi sebagai
PFL.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkotaan yang berfungsi
scbagal PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemantapan Kawasan
Perkotaan Baru Pusat Pemerintahan Kabupaten, pusat perdagangan dan jasa
skala nasional, dan regional, kegiatan pariwisata, kegiatan sosial-budaya dan
kesenian, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan pertamian,
permukiman, kegiatan penghijauan, penyediaan untuk ruang terbuka neon
hijau perkotaan, penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, penyediaan
prasarana dan sarana angkutan umum, penyediaan prasarana dan sarana
kepiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana, kegiatan peningkatan
kuantitas dan kualitas jaringan jalan kawasan perkotaan pelayanan jaringan
air minum, jaringan drainase, pengelolaan persampahan, pengolahan air
limbah, pelayanan energi dan listrik, pelayanan telekomunikasi dan utilitas
perkotaan lainnya; kegiatan yang dapat mendukung pelestarian bangunan
yang memiliki nilai-nilai sejarah, budaya, dan pola-pola permukiman
tradisional setempat;

b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana

dimaksud pada huruf a;
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€. pengembangan kawasan perkotaan diarahkan dengan besaran Koefisien
Wilayah Terbangun (KWT], paling besar 60 [enam puluh) persen dari luas
Kawasan Perkotaarn;

d. penyediaan kawasan perkotaan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas
kawasan perkotaan: dan

€. penataan ruang kawasan perkotaan wajib dilengkapi dengan rencana rinci
kawasan perkotaan yang dilengkapi peraturan zotasi dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

(3] Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkotaan yvang berfungai
sebagai PKLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pusat pemerintahan kecamatan, pusat
perdagangan dan jasa skala lokal, kegiatan pariwisata, kegiatan sosial-budaya
dan kesenian, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan
pertanian, permukiman, kegiatan penghijauan, penyediaan untuk ruang
terbuka non hijau perkotaan, penyediaan prasarana dan sarana pejalan kald,
penyediaan prasarana dan sarana sngkutan umum, penyediaan prasarana
dan sarana kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana, pelayanan
jaringan air minum, jaringan drainase, pengelolaan persampahan, pengolahan
air limbah, pelayanan energi dan listrik;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud huruf a yang tidak mengganggu fungsi Kawasan
Perkotaan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b;

d. pengembangan kawasan perkotasn diarahkan denpan besaran Keefisien
Wilayah Terbangun (KWT), paling besar 60 (enam puluh) persen dari luas
Kawasan Perkotaan;

e. penyediaan kawasan perkotaan paling sedikit 30 {tiga puluhj persen dari luas
kawasan perkotaan; dan

f. penataan ruang kawasan perkotaat wajib dilenpkapi dengan rencana rinei
kawasan perkotaan yang dilengkapi peraturan zonasi dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

(4} Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkotasn yang berfungsi
sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf ¢ diarahkan sebagai
berikut:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pusat pemerintahan kecamatan, pusat
perdagangan dan jasa skala lokal, kegiatan pariwisata, kegiatan sosial-budaya
dan kesenian, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan
pertanian, permukiman, kegiatan penghijauan, penyediaan untuk ruang
terbuka non hijau kota, penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki,
penyediaan prasarana dan sarana angkutan umum, penyediaan prasarana
dan sarana kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana, pelayanan
jaringan air minum, jaringan drainase, pengelolaan persampahan,
pengolahan air limbah, pelayanan energi dan listrik;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud huruf a yang tidak mengganggu fungsi Kawasan
Perkotaan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b;

d. pengembanpan kawasan perkotaan diarahkan dengan besaran koefisien
wilayah terbangun (KWT], paling besar 60 (enam puluh) persen dar luas
Kawasan Perkotaan;

e. penyediaan RTH kawasan perkotaan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari
lias kawasan perkotaan; dan
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f. penataan ruang kawasan perkotaan wajib dilengkapi dengan rencana rinci
kawasan perkotaan yang dilengkapi peraturan zonasi dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

(0} Ketentuan umum peraturan zonasi  untuk kawasan perkotaan yang berfungsi
sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan
pelayanan pendidikan, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan pembangunan
sarana olah raga, kegiatan penghijauan, dan kegiatan pembangunan
prasarana dan sarana serta fasilitas umum;

b, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana huruf a sepanjang tidak mengganggu fungsi-fungsi pelayanan
lokal,;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b;

d. Pengembangan PPL diarahkan untuk melayani kawasan permukiman
perdesaan yvang berada disekitarnya; dan

e. penyediaan prasarana dan sarana transportasi antar desa maupun antar
kawasan perkotaan terdekat.

Paragraf 2
Hetentuan Umum Peraturan Zonasi

Sistem Praszarana Transportasi Darat
Pasal 50

{1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana transportasi darat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. ketentuan umum peraturan zonagi sistem jaringan jalan;

b. ketentuan umum peératuran zonasi sistem jaringan transportasi anglutan
sungai dan penyeberangan;

c. ketentuan umum peraturan zonasi terminal Tipe A;

d. ketentuan umum peraturan zonasi terminal Tipe C; dan

e. ketentuan umum peraturan zonasi terminal angkutan barang.

{2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 meliputi: ketentuan umum
peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat yang terdiri atas ketentuan
umum peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan arteri primer,
kolelktor primer dan arteri sekunder, serta ketentuat umum peraturan zonasi
untuk kawasan di sekitar terminal tipe A dan terminal tipe C, ketentuan umum
peraturan zonasi terminal angkutan barang; dan

{3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a meliputi;

a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang
manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai peraturan perundang
undangan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas
perkotaan termasuk kelengkapan jalan (street furmiture), penanaman pohorn,
dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu
kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;

c. kegiatan yvang tdak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan,
ruang manfaat jalan, dan rmuang pengawasan jalan yang mengakibatkan
tergangeunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;

d. pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan Keefisien Daerah Hijau [KDH)
paling rendah 30 (tiga puluh) persen; dan

e. pemanfaatan ruang sisi jalan bebas hambatan untuk ruang terbuka harus
bebas pandang bagi pengemudi dan memiliki pengamanan fungsi jalan.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem janngan transporiasi angkutan
sungai dan penyeberangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diarahkan sebagai berikut:
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a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional pelabuhan sungai,
kegiatan penunjang operasional pelabuhan penyeberangan, dan kegiatan
pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan penyeberangan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam daerah lingkungan
kepentingan pelabuhan penyeberangan, dan jalur transportasi sungai; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu
kegiatan di daerah lingkungan kerja pelabuhan penyeberangan, daerah
lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan, dan jalur transportasi
sungai serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan
pelabuhan penyeberangan.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal Tipe A, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ diarahkan sebagai berikut:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang operasional dan
pengembangan kawasan terminal tipe A, penyediaan fasilitas utama terminal
seperti jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan
umum, tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan,
termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum,
bangunan kantor terminal; dan tempat tunggu penumpang dan/atau
pengantar, penyediaan fasilitas penunjang terminal seperti kamar kecil/toilet,
tempat peribadatan fmusholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang
informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang dan
taman;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan
keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar
terminal tipe A;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu
keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi
kawasan di sekitar terminal tipe A;

d. Terminal tipe A dilengkapi dengan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen
dari zona pengembangan untuk menjaga kelancaran operasional terminal,
keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan

e. penyediaan prasarana dan sarang akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan
dari terminal dengan jarak paling sedikit 30 (tiga puluh) meter dihitung dari
jalan ke pintu keluar atau masuk terminal.

(6) Ketentuan wumum peraturan zonasi untuk terminal Tipe C, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan sebagai berileut:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang operasional dan
pengembangan kawasan terminal tipe C, penyediaan fasilitas utama terminal
seperti jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraasn
umum, tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan,
termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum,
bangunan kantor terminal; dan tempat tunggu penumpang danjfatau
pengantar, penyediaan fasilitas penunjang terminal seperti kamar kecil ftoilet,
tempat peribadatan/musholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang
informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang dan
taman;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan
keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar
terminal tipe C;

c. kegiatan wang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengaanggu
keamanan dan keselamatan lalu lintas dan anghutan jalan serta fungsi
lcawasan di seldtar terminal tipe C; dan

d. terminal tipe C dilengkapi dengan RTH paling sedikit 20 [dua puluh) persen
dari zona pengembangan untuk menjaga kelancaran operasional terminal,
keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
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(7] Ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal angkutan barang sebagai
mana dimaksud pada ayat (1) huruf e diarahkan sebagai berikut:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang operasional dan
pembangunan kawasan terminal angkutan barang, penyediaan fasilitas utama
terminal angkutan barang seperti jalur pemberangkatan kendaraan umum,
jalur kedatangan angkutan umum, tempat parkir kendaraan selama
menunggu bongkar muat barang, termasuk didalamnya tempat tungegu dan
tempat instirahat kendaraan umum, bangunan kantor terminal dan
penyediaan fasilitas penunjang terminal angkutan barang seperti kamar
kecil/toilet, tempat peribadatan/mushola, kios/katin, ruang pengobatan,
ruang informasi dan pengaduan, fasilitas telepon umum, tempat penitipan
barang, dan penghijauan;

b. kegiatan yang diperperbolechkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan,
keselamatan lalu lintas, dan kelancaran angkutan barang serta fungsi
kawasan disekitar terminal angkutan barang;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu
keamanan, keselamatan, lalu lintas dan kelancaran angkutan barang serta
fungsi kawasan disekitar terminal angkutan barang;

d. terminal angkutan barang dilengkapi dengan RTH paling sedikit 20 (dua
puluh) persen dari zona pengembangan untuk menjaga kelancaran
operasionalisasi terminal angkutan barang; dan

e. penyediaan prasarana dan sarana akses jalan masuk atau jalan keluar
kendaraan dari terminal angkutan barang dengan jarak paling sedildt 30 (tiga
puluh] meter dihitung dari jalan ke pintu keluar atauw masuk terminal
angkutan barang.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Feraturan Zonasi
Sistem Jaringan Perkeretaaplan
Pagal 51

(1) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1] huruf a, dan hurufl b, terdin
atas:

a. ketentuan umum peraturan zonasi jalur kereta api; dan

b. ketentuan umum peraturan zonas stasiun kereta api.

(2) Ketentuan wumum peraturan zonasi untuk jalur kereta api sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf a terdic atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta
api, miang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta gpi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputl pembangunan fasilitas
operasi kereta api, penyediaan RTH, dan pembangunan fasilitas penunjang
jalur kereta api dan jalur yang tidalk mengganggu konstruksi jalan rel, fasilitas
operasi kereta api, serta keselamatan pengguna kereta api; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi ruang manfaat jalur kereta api,
ruang milik jalur kKereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang
mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api serta keselamatan
pengguna kereta api.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk stasiun kereta api sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huraf b terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehlan meliputi kegiatan operasional stasiun kereta api,
kepiatan penunjang operasional stasiun kereta api, dan kegiatan
pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik turun penumpang
dan kegiatan bongkar muat barang;
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b. kegiatan yang diperbolehkan dengan ayarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan
keselamatan operasi kereta api dan monorel, serta fungsi stasiun kereta api;
dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu
keamanan dan keselamatan operasi kereta api serta fungsi stasiun kereta api.

Paragraf 4
Ketentuan Umum Peraturan Zonasl
Sistem Jaringan Transportasl Laut

Pasal 52

(1) Ketentuan wumum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dan huruf b, meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi tatanan kepelabuhanan; dan

b.ketentuan umum peraturan zonasi alur pelayaran.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi tatanan kepelabuhanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional pelabuban utama,
kegiatan penunjang operasional pelabuhan utama, dan kegiatan
pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan wutama serta kegiatan
pertahanan dan keamanan negara secara terbatas;

b.kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam Daerah
Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan,
dan  jalur  transpeortasi laut dengan mendapat izin  sesuaB
i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu
kegiatan di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan
Kepentingan Pelabuhan, dan jalur transportasi laut serta kegiatan lain yang
menggangegu fungsi kawasan peruntukan pelabuhan utama.

{3) Arahan peraturan zonasi untulk alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1} huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Paragraf 5
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Sistem Jaringan Energi
Pazal 53

{1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana
dimaksud dalam Pa=al 12 terdiri atas :

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi;

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembanglkit tenaga listrik; dan

c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik,

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan
penunjang jaringan pipa minyak dan gas bumi;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi instalasi jaringan pipa
minyak dan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan
gas bumi; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan
instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta mengpganggu fungsi jaringan
pipa minyak dan gas bumi.
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(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan karakter
masing-masing pembangkit tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana
jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana
penunjang jaringan tranasmisi tenaga listrik;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan,
pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan lain yang bersifat
sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; dan

c. kegiatan wyang tidek diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan
bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik.

Paragral 6
Ketentuan umum Peraturan Zonasl
Bistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 54

Ketentuan wumum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan
penunjang sistem jaringan telekomunilkasi;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud dalam pasal 54 hurul a yang aman bagi sistem jaringan
telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi;
dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan sistem
jaringan telekomunikasi dan mengganggn fungsi sistem jaringan telekomunikasi.

Pasal 55

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber dava air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas :

a. kegiatan yang diperbolehkan melipud kegiatan pembangunan prasarana lalg
lintas air, keglatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air,
serta kegiatan pengamanan sungai dan sempadan pantai;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya
air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi
sistem jaringan sumber daya air; dan

¢. kepgiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menggangegu fungsi
sungai, waduk, CAT sebagai sumber air, jaringan irigasi, sistem pengendalian
banjir, dan sistem pengamanan pantai sebagai prasarana sumber daya air.

Paszal 56

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk SPAM;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase;
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah; dan
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan.
{2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk SPAM sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) huruf a terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana SPAM
dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang SPAM;
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b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain

Thﬂgﬂiman& dimaksud pada ayat 1 huruf a yang tidak mengganggu SPAM;
Aan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu
keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air
baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan prasarana
dan sarana penyediaan air minum.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana
sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung
pengendalian banjir, dan pembangunan prasarana penunjangnya;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputd kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem
jaringan drainase;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah,
pembuangan limbah, dan kegiatan lain vang menpganggu fungsi sistem
jaringan drainase; dan

d. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan
pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan.

(4) Retentuan wumum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehlkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana air
limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air
limbah, serta pembangunan prasarana penunjanpnys;

b, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem
jarngan air limbah; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kepiatan pembuangan sampah,
pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pembuangan limbah B3,
dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah,

(5] Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa ketentuan umum peraturan
zonasi untuk kawasan peruntukan TPA sampah terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA sampah
berupa pemilahan, pengumpulan, pengelolaan, dan pemprosesan akhir
sampah, pengurugan berlapis bersih (sanitary landfill], pemeliharaan TPA
sampah, dan industr terkait pengolahan sampah, serta kegiatan penunjang
operasional TPA sampah;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian
nonpangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang
aman dari dampalk pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidal
mengganggu fungsi kawasan TPA sampah; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sosial ekonomi yang
mengganggy fungsi kawasan TPA sampah.

Pazal 57

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) terdiri atas .
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budi daya. )
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sechapaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan resapan air;
c. kawasan perlindungan setempat;
d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
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¢. kawasan rawan bencana alam; dan
f. kawasan lindung geologi.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a, kawasan peruntukan hutan produksi;

. kawasan peruntukan pertanian;

. kawasan peruntukan perikanan;

. kawasan peruntukan pertambangan;

. kawasan peruntukan industri;

kawasan peruntukan pariwisata;

. kawasan peruntukan permukiman; dan

. kawasan peruntukan lainnya.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan strategis terdiri atas:
a. kawasan Strategis Nasional (KSN);
b. kawasan Strategis Provinsi (KSPF); dan
c. kawasan Strategis Kabupaten (K3K),

bnplt - O B M B el

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk wisata
alam tanpa merubah bentang alam, pemanfaatan jasa lingkungan dan/atau
pemungutan hasil hutan bukan kayu, pertahanan dan keamanan,
pertambangan, pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi telmologi energi
terbarukan, pembangunan jaringan telekomunikasi, pembangunan jaringan
instalasi air, jalan umum, pengairan, bak penampungan air; fasilitas umum,
repeater telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, garana
keselamatan lalu lintas lautfudara, dan untuk pembangunan jalan, kanal atau
sejenisnya yang tidak dikategorikan sebagai jalan umum antara lain untuk
keperluan penganghkutan produksi;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi hutan lindung sebagai
kawasan lindung; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mengurangi
luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi,

Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan budi daya terbangun secarg
terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana
huruf a yang tidak mengganggu flungsi resapan air sebagai kawasan lindung; dan

¢. kegiatan vang tidak diperbolehkan meliputi kepiatan yang mengurangi daya
serap tanah terhadap air,

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan vang memberikan perlindungan
setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf ¢ terdiri atas ;
kawasan sempadan pantai;

kawasan sempadan sungai;

kawasan seldtar waduk;

kawasan selitar mata air:

kawasan Taman Pemakaman Umum (TPU}; dan

ruang Terbuka Hijau (RTH] perkotaan.

Mo RO TP
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Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 60 huruf a terdiri atas :

4. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan rekreasi
pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, kegiatan pelabuhan, landing point
kabel dan/fatau pipa bawah laut, kegiatan pengendalian kualitas perairan,
konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur
buatan pencegah abrasi pada sempadan pantai, pengamanan sempadan pantai
sebagal ruang publik, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, kepentingan
pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi
bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman
bencana tsunami;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada Pasal 61 huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai
sebagai kawasan perlindungan setempat; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/fatau
menutup ruang dan jalur evakuasi bencana dan kegiatan yang mengganggu
fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat.

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud

dalam Pa=al 60 huruf b terdiri atas :

a. kegiatan yang diperbolebhkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan
sempadan sungai untuk RTH, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga
listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air,
bangunan pengambilan, dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem
prasarana perkotaan, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana,
serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

b. kegatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya
pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah
dan keglatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak menggangegu
fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain
kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan
yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai,
kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air
sungai; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang
alam, kegiatan vang menggangou kesuburan dan keawetan tanah, fungsi
hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi
lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, Lkegiatan yang
menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana, kegiatan
pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan
sungai sebagai kawasan perlindungan setempat.

Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan seldtar danau atau waduk

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf ¢ terdiri atas :

a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pengelolaan
badan air dan/atau pemanfaatan air, taman rekreasi beserta kegiatan
penunjangnya, RTH, dan kegiatan sosial budaya;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar danau
atau waduk sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan
pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan
rekreasi air, jalan inspeksi, bangunan pengawas ketinggian air danau atau
waduk, dan bangunan pengolahan air baku; dan
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c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang
alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian
flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kegiatan pemanfaatan
hasil tegakan, serta kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak kelestarian
fungsi kawasan sekitar danau atau waduk sebagai kawasan perlindungan
setempat.

Pasal 64

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 60 huruf d terdiri atas :

a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntuken meliputi kegiatan pemanfaatan
kawasan sekitar mata air untuk RTH dan kegiatan mempertahankan fungsi
kawasan mata air;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pariwisata, pertanian
dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, dan
kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu
fungsi kawasan mata air; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan
pencemaran mata air serta kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak
kelestarian fungsi kawasan mata air,

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal

60 huruf e terdiri atas :

a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan
ruang untuk pemakaman, resapan air, penghijauan dan evakuasi bencana;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi,
pembibitan tanaman, pendirian bangunan secara terbatas untuk menunjang
operasionalisasi kegiatan pemakaman umum, dan selain kegiatan sebagaimana
dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi dan peruntukan kawasan
TPU; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembuangan limbah, kegiatan
industri dan selain kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b yang dapat mengganggu fungsi kawasan TPU.

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk RTH perkotaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 60 huruf { terdiri atas :

a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan
ruang untuk fungsi resapan air, pemakaman, olahraga di ruang terbuka, dan
evakuasi bencana;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi,
pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum, dan selain kegiatan
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi RTH
perkotaan sebagai kawasan perlindungan setempat; dan

¢. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian stasiun pengisian
bahan bakar umum dan kegiatan sosial dan ekonomi lainnya yang mengganggu
fungsi RTH perkotaan sebagai kawasan perlindungan setempat.

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk suaka alam, kawasan pelestarian alam,
dan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d
terdiri atas :

a. kawasan taman wisata alam; dan

b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
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Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman wisata alam sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dimanfaatkan untuk keperluan pariwisata alam
dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan kegiatan penunjang
budi daya, diarahkan sebagai berikut :

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi perlindungan dan pengamanan,
inventarisasi potensi kawasan, penelitian dan pengembangan yang menunjang
pelestarian potensi; dan pembinaan habitat dan populasi satwa;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan-kegiatan yang
mendukung kegiatan pada huruf a, meliputi kegiatan usaha bumi perkemahan,
makanan dan minuman, cinderamata dan sarana wisata budaya; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan vang dapat menyebabkan
perubahan fungsi kawasan taman wisata alam berupa :

1. berburu, menebang pohon, mengangkut kayu dan satwa atau bagian-
bagiannya di dalam dan ke luar kawasan, serta memusnahkan sumber daya
alam di dalam kawasan;

2. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran kawasan; dan

3. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan
atau rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat
yang berwenang.

Prsal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu

pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b terdiri atas :

a. kegiatan yang diperbolechkan meliputi kegiatan pelestarian, penyelamatan,
pengamanan, serta penelitian cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata, sosial
budaya, keagamaan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a
yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang
tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang merusak kekayaan budaya
bangsa yang berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen, dan
wilayah dengan bentukan geologi tertentu, serta kegiatan vang mengganggu
upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk rawan bencana alam sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor; dan

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir.

Pasal T1

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a terdiri atas :

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan membuat terasering, talud atau
turap, rehabilitasi, reboisasi, penyediaan lokasi dan jelur evalkuasi bencana, dan
kegiatan lain dalam rangka mencegah bencana alam tanah longsor;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana
alam tanah longsor;

¢. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penebangan pohon dan
pendirian bangunan permukiman, kegiatan yang menghalangi dan/atau
menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi
menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor; dan

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
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1. penyediaan terasering, turap, dan talud; dan
2. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 70 huruf b terdiri atas :

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian
bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan lubang biopori, serta
penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan
terjadinya bencana banjir;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran sungai
antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai, kegiatan
menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta
kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir; dan

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:

1. penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar saluran
dan sistern/sub sistem daerah pengaliran;

2. penanganan sedimentasi di muara saluran/sungai yang bermuara di laut
melalui proses pengerukan; dan

3. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geclogi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas :

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah; dan

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi pantai.

Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, dilaksanakan dalam rangka mitigasi
dan adaptasi diarahkan sebagai berilout:

a. keyatan yang diperbolehkan meliputi:
1, mengurangi tingkat keterjalan lereng, dengan membuat teras bangku;
2. meningkatkan dan memperbaiki sistem drainase baik air permukaan maupun
air tanah; dan
3. penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam untuk
menahan laju gerakan tanah tersebut; dan pengembangan bangunan penahan
gerakan tanah.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi relokssi bangunan pada
kawasan rawan gerakan tanah potensi tinggi, dan pengaturan kegiatan budi
daya yang sesuai dengan kondisi fisik kawasan; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu kawasan rawan
gerakan tanah.

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi pantai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan pengamanan
pantai, penanaman tanaman pantai seperti kelapa, nipah, dan bakau, kegiatan
pencegahan abrasi pantai, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta
kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman
bencana;
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b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan
dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan
kerusakan hutan bakau dan/atau terumbu karang dan kegiatan yang berpotensi
dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi; dan

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan lokasi dan jalur
evakuasi bencana.

Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas :

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan
pelestarian hutan produksi;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan hutan produksi;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi
kawasan hutan produksi;

d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan
KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;

2. pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi dilaksanakan melalui rekayasa
teknis dengan KZB paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan akan diatur lebih
lanjut rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten; dan

3. pengembangan hutan produksi dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang
mendukung pelestarian hutan produksi;

e. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan
infrastruktur pendukung kegiatan hutan produksi.

Pasal 77

Ketentuan wumum peraturan =zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri atas :

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan rendah
dan kegiatan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengubah fungsi lahan
pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi
kawasan peruntukan pertanian;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menggangsu fungsi
kawasan peruntukan pertanian;

d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. penetapan luas dan sebaran lahan pertanian pangan beririgasi teknis paling
sedilit 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan pertanian dan akan diatur
lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten;

2. pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang
mendukung pelestarian lahan pertanian beririgasi teknis; dan

3. pemeliharaan jaringan irigasi kawasan pertanian pangan produktif yang telah
ditetapkan sebagai kawasan terbangun sampai dengan pemanfaatan sebagai
kawasan terbangun dimulai;

e. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan
infrastrulitur pendukung kegiatan pertanian serta lokasi dan jalur evakuasi
bencana.

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas :
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a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman nelayan tradisional,
kegiatan perikanan, kegiatan pariwisata pantai, pendirian bangunan
pengamanan pantai, penyediaan lokasi dan jalur ewvakuasi bencana, serta
pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan
pada kawasan peruntukan perikanan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi
kawasan pada kawasan peruntukan perikanan;

d. penetapan standar keselamatan pendirian bangunan pada perairan pantai dan
pencegahan pendirian bangunan yang mengganggu aktivitas nelayan, merusak
estetika pantai, menghalangi pandangan ke arah pantai, dan membahayakan
ekosistem laut; dan

e. ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian bangunan pada perairan pantai
sebagaimana dimaksud pada huruf d diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 79

Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan peruntukan kegiatan pertambangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) meliputi :
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. melaksanakan kegiatan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian; dan
2. pengawasan kegiatan pertambangan dan kegiatan pengeboran air bawah
tanah penghijauan, penelitian dan ilmu pengetahuan, eksplorasi, dan kegiatan
lain yang mendukung kawasan dari kerusakan lingkungan.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertambangan
yang tidak bertentangan dengan fungsi utama kawasan; dan
kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b vang dapat mengganggu fungsi utama dan
peruntukan kawasan pertambangan.

Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan industri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 35 meliput :

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan industri, pendirian bangunan
pengolahan limbah industri, penyediaan prasarana dan sarana penunjang
kegiatan industri, kegiatan penghijauan, dan penyvediaan ruang dan jalur
evakuasi bencana;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfastan ruang untuk
mendukung kegiatan industri sesuai dengan penetapan KDB, KLB, KDH yang
sesuai dengan amplop bangunan, tata bangunan dan lingkungan, serta jenis dan
syarat penggunaan bahan bangunan yang diizinkan, dan kegiatan lain yang tidak
mengganggu fungsi kawasan industri; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b yang tidak menggangeu fungsi industni.

Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pariwisata, kegiatan perdagangan
dan jasa, kegiatan sosial budaya, penyediaan prasarana dan sarana penunjang
kegiatan bisnis dan pariwisata, kegiatan penghijauan, serta penyediaan ruang
dan jalur evakuasi bencana.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang untuk
mendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan penetapan KDB, KLB, KDH yang
sesuai dengan amplop bangunan, tema arsitektur bangunan, tata bangunan dan
lingkungan, serta jenis dan syarat penggunaan bahan bangunan yang diizinkan,
dan kegiatan lain yang tidak menggangeu fungsi pariwisata; dan
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c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b yang tidak mengganggu fungsi pariwisata.

Pasal 82

(1

Ketentuan umum peraturan =zonasi kawasan peruntukan permukiman

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi :

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan sebagai berikut:

a. kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan permukiman perkotaan, meliputi
kegiatan pusat pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pendirian bangunan
perdagangan dan jasa, penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, layanan
pendidikan, layanan kesehatan, sarana peribadatan, penghijauan, dan
kegiatan lain yang dapat mendukung fungsi kawasan;

b.kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mendukung kawasan permukiman
beserta utilitas permukiman perkotaan;

¢. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b yang dapat mengganggu fungsi kawasan;

d. pengaturan kepadatan penduduk dalam kepadatan bangunan pada kawasan
permmukiman ditetapkan sesuai dengan proporsi antara jumlah penduduk
dengan luas kawasan permukiman; dan

e. pemanfaatan ruang kawasan permukiman perkotaan menerapkan ciri khas
arsitektur lokal.

(3) Ketentuan wumum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan permukiman perdesaan meliputi
kegiatan: pusat pemerintahan desa, pertanian, perkebunan, perikanan,
agroindustri, pendirian bangunan perdagangan dan jasa, penyvediaan fasilitas
sosial dan fasilitas umum, layanan pendidikan, layanan kesehatan, sarana
peribadatan, penghijauan, dan kegiatan lain yang dapat mendukung fungsi
kawasan.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dapat mendukung kawasan
peruntukan permukiman perdesaan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama
kawasan permukiman perdesaan; dan

d. pemanfaatan ruang kawasan permukiman perdesaan diarahken secara
terintegrasi dan serasi dengan kawasan pertanian dan kawasan ruang terbuka

perdesaan,
Pasal 83

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 meliputi :
a. kawasan peruntukan perkantoran;
b. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
c. kawasan peruntukan pelayanan umum; dan
d. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkantoran
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran pemerintahan skala
kabupaten meliputi :
1. kegiatan atau bangunan lainnya yang diperbolehkan meliputi kegiatan
pelayanan umum, dan penyediaan taman kawasan, ruang terbuka non hijau
sebagai plasa dan jalur pedestrian;
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2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan fasilitas
pelayanan terkait kegiatan pemerintahan dengan proporsinya maksimal 5
(lima) persen dari luas blok kawasan;

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b;

4. berada pada kawasan yang mudah dijangkau dan dilewati jalur angkutan
umum;

5. lingkungan perkantoran pemerintahan harus mendukung tercerminnya
disiplin kerja, suasana yang tenang dan formal;

6. koefisien wilayah terbangun (KWT) kawasan maksimal adalah 60 (enam
puluh) persen dari total blok kawasan; dan

7. aturan intensitas pemanfaatan ruang: KDB paling tinggi 60 [enam puluh)
persen; KLB paling tinggi 5 (lima) x KDB; KDH paling rendah 40 (empat
puluh) persen.

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran pemerintahan skala
kecamatan dan desa meliputi :

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelayanan pemerintahan
yang terintegrasi dengan kawasan permukiman atau kawasan perdagangan
dan jasa;

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan fasilitas
pelayanan terkait dengan kegiatan pemerintahan, minimal memiliki
halaman terbuka untuk kegiatan upacara atau berdekatan dengan lapangan
umum kecamatan atau desa;

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama
dan peruntukan kegiatan perkantoran pemerintah; dan

4. Penentuan lokasi kegiatan pada jalur utama kecamatan atau desa dan
dilintasi trayek angkutan umum perdesaan.

(3) Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan hunian kepadatan
rendah, kegiatan perdagangan dan jasa, keglatan penyediaan lokasi dan jalur
evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan petnantauan
ancaman bencana;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan
perdagangan dan jasa;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliput kegiatan yang menghalang
danfatau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang
mengganggu fungsi kawasan perdagangan dan jasa;

d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi
ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap
jalan;

2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi
bencana; dan

3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT
paling tinggi 60% (enam puluh persen);

e. penyediaan RTH diserasikan dengan luas kawasan perdagangan dan jasa;

f. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:

1. fasilitas dan infrastruktur;

2. tempat parkir untuk fasilitas penunjang pariwisata, perdagangan dan jasa,
serta fasilitas umum lainnya; dan

3. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor
informal, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.
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(4] Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelayanan
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri atas:

8, Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelayanan
pendidikan tinggi:

b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelayanan
olah raga; dan

c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelayanan
pusat kesehatan.

(9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelayanan
pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:

a, kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendidikan tinggi, kegiatan
pembangunan prasarana dan sarana lingkungan pendidikan tinggi dan
penyediaan ruang dan jalur evalkuasi bencana;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang
untuk mendukung kegiatan penelitian dan pendidikan tinggi sesuai dengan
penetapan KDB, KLB, KDH yang sesuai dengan amplop bangunan, tema
arsitektur bangunan, tata bangunan dan lingkungan, serta jenis dan syarat
penggunaan bangunan yang diizinkan, dan kegiatan lain yang tidak
mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi kawasan
peruntukan pelayanan pendidikan tinggi.

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelayanan
olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan olahraga, kegiatan
pembangunan prasarana dan sarana kegiatan olahraga;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang
secara terbatas untuk mendukung kegiatan olahraga sesuai dengan penetapan
KDB, KLB, KDH yang sesuai dengan tata bangunan dan lingkungan, serta
jenis dan syarat penggunaan bahan bangunan yang diizinkan, dan kegiatan
lain yang tidak mengganggu fungsi olahraga;dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi olahraga.

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelayanan pusat
kesehatan sebagaimana dimeksud pada ayat (4) huruf ¢ meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang menunjang pelayanan
kesehatan, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana kegiatan yang
menunjang pelayanan kesehatan, dan penyediaan ruang dan jalur evakuasi
bencana;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang
secara terbatas untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan sesuai
dengan penetapan KDB, KLB, KDH yang sesuai dengan tata bangunan dan
lingkungan, serta jenis dan syarat penggunaan bahan bangunan yang
diizinkan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi olahraga;dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi pelayanan
kesehatan.

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliput:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan untuk
prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan kemanan negara
sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan dan penghijavan;

b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat
meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan
kf!tentua.n peraturan perundang-undangan; dan

{9) Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi ruang untuk
peruntukan ruang bagi kegiatan kawasan pertahanan dan keamanan negara.
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Baglan Ketiga
Ketentuan Perizinan
Pasal 84

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (2) huruf b,
merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin
pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang vang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
kewenangannya.

{3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 85
(1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan sebagaimana dimaksud pada pasal 84 ayat (2}, terdiri atas :

a. Izin prinsip; adalah izin yang diberikan cleh Pemerintah Daerah kepada Badan
Usaha Perorangan yang akan melakukan suatu usaha atau investasi di suau
daerah

b. Izin lokasi; adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh
tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula
sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna
keperluan usaha penanaman modalnya.

c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah,

d. Izin mendirikan bangunan; adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah
kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan; dan

e, Izin lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

{2} Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a - e diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Heempat
Ketentuan Insentif dan Dislnsentif
Pasal 86

(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat
{2) huruf ¢ merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif
dan pengenaan disinsentif,

{2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur
ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umurm peraturan zonasi yang diatur
dalam Peraturan Daerah ini.

{(3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi,
atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah
ini

Pasal 87

(1} Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah
kabupaten dilalkukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh Bupati yang teknis
pelaksanaannya melalui SKPD kabupaten yang membidangi penataan ruang.

Pasal 88

(1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
87 ayat (1), merupakan insentif yang diberikan untuk kegiatan yang terdiri dan:
a. Insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung
pengembangan kawasan Perkotaan Pangkajene di Kecamatan Pangkajene
sebagai PKW, kawasan PKLp, dan PPK untuk mengoptimalkan keseimbangan
pemanfaatan ruang; dan
b. Insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung
pengembangan kawasan lindung, budidaya, dan kawasan strategis kabupaten.
{2) Insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b, diberikan dalam bentulk :
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a. Pemberian kompensasi bagi kegiatan yang mendukung program pemerintah
dalam meningkatkan fungsi kawasan perkotaan;

b. Pengurangan retribusi atau penundaan pajak (tax holiday) dan kemudahan
proses perizinan;

c. Penyediaan prasarana dan sarana daerah untuk menjamin kemudahan dalam
pelayanan di kawasan perkotaan;

d. Penghargaan, fasilitasi untuk publikasi atau promosi daerah; dan

e. Kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh
Pemerintah,

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 89

(1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 87 ayat (2) diberikan :

a. Disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang
menghambat pengembangan kawasan Perkotaan Pangkajene sebagai PKW,
kawasan PKLp, dan kawasan PPK; dan

b. Disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang
menghambat pengembangan kawasan lindung, budidaya, dan kawasan
strategis kabupaten.

c¢. Disinsentif yang dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang dilakukan
untuk mengahambat pertumbuhan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
untuk memelihara dan mengembalikan fungsi ekologis kawasan pantai .

(2) Disinsentif terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat
pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dikenakan
dalam bentuk :

a. Pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya
yang dibutuhkan wuntuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat
pemanfaatan ruang;

b. Pembatasan penyediaan infrastruktur dan pengenaan kompensasi bagi bagian
kawasan yang tidak dipacu pengembangnnya;

c. Pemberhentian atau peniadaan kegiatan yang tidak sesuai dengan arahan
pemanfaatan ruang berdasarkan peruntukan kawasan; dan

d. Penolakan pemberian izin hak guna usaha, hak puna bangunan terhadap
kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan
zonasi;

(3) Disinsentif terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat
pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dikenakan
dalam bentuk :

a. Pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya
biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang diimbulkan akibat
pemanfaatan ruang; dan

b. Pembatasan pemberian izin pemanfaatan ruang untuk kepentingan budidaya
yang dapat mengganggu fungsi pada kawasan lindung;

(4) Disinsentif yang dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang dilakukan untuk
mengahambat pertumbuhan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk
memelihara dan mengembalikan fungsi ekologis kawasan pantai sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf b, dikenakan dalam bentulk :

a. Pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi untuk kegiatan ekonomi yang
bertumbuh di sepanjang jalur pesisir pantai.

b. Kewajiban menanam mangrove bagl pemilik kegiatan usaha di sepanjang
pesisir pantai yang luasan serta banyaknya pohon mangrove ditentukan lebih
lanjut oleh peraturan bupati.

{5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan
Peraturan Bupati.
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Baglan Kelima
Arnhan Sanksi
Pasal 90

(1) Araban sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d,
merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif
kepada pelanggar pemanfaatan ruang.

(2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :

a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola
ruang;

b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;

c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan
berdasarkan RTRW kabupaten;

d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang
diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;

e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan
ruang vang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten;

f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh
peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau

g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak
benar.

Pasal 91

{1} Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a,
huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif
berupa :

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan;

¢. penghentian sementara pelayanan umum,
d. penutupan lokasi;

e. pencabutan izin;

f. pembatalan izin:

g. pembongkaran bangunan;

h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau

i. denda administratif.

(2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf c,

dikenakan sanlksi administratif berupa :

a. peringatan tertulis

b. penghentian sementara kegiatan;

c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;

e. pembongkaran bangunan;

f. pemulihan fungsi ruang; dan/fatau

g. denda administratif.

Pasal 92

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah
ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan bidang penataan ruang.

BAB VIII
KELEMBAGAAN
Pasal 93

{1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

(2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang
Dagerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.
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BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 94

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang;

b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah,

c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari
penataan ruang;

d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat

pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan

mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang

Mm

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 95

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah terdiri atas :

a. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan; dan

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan
ruang; dan

d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan dinyatakan sebagai milik umurtn.

Pasal 96

(1} Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana
dimaksud pada Pasal 95 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan
kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan
sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun
temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung
lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pernanfaatan ruang serta
dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 97

(1} Masyarakat berperan dalam penataan ruang dalam setiap tahapan yang
mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang.

{2) Peran masyarakat dalam penataan ruang pelaksanaannya dapat dilakukan
melalui tradisi/nilai kearifan lokal dalam bentuk tudang sipulung;

Pasal 98

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 pada tahap
perencanaan tata ruang dapat berupa
{1) memberikan masukan mengenai :
a. persiapan penyusunan rencana tata ruang,
b. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
c. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
d. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
e. penetapan rencana tata ruang,.
(2) melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama
unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
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Pasal 99

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dalam

pemanfaatan ruang dapat berupa

(1) ma,?,ukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

(2) kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur
m»a?yn:akat dalam pemanfaatan ruang;

(3) kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana
tata ruang yang telah ditetapkan;

(4) peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang
darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan
memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan;

(5) kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara
dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam;
dan kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.

Pasal 100

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dalam

pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa

(1) masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian
insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

(2) keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;

(3) pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal
menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan
ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

(4) pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap
pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 101

(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung
dan/fatau tertulis;

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan
kepada Bupati;

(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat
disampaikan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang ditunjuk oleh
Bupati,

Pasal 102

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun
sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yvang dapat diskses dengan
mudah oleh masyarakat.

Pasal 103

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 104

(1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau
kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana
alam skala besar, perubahan batas teritorial Negara, dan/atau perubahan batas
wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu)
kali dalam 5 (lima) tahun.

{3) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
dilengkapi dengan Rencana Album Peta yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari peraturan daerah ini,
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{4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap
bagian Wilayah Kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat
peraturan daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan
berdasarkan hasil kesepakatan dengan Menteri Kehutanan.

(3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

BAB X1
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 105

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan
yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap
berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan
Peraturan Daerah ini.

(2) De,_nga_n berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
a.izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan

ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

b.izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan

ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:

1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut
disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunanya, dilakukan penyesuaian
dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan

3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak
memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan
berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah ditebitkan dapat
dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan
izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;

c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan
bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan
disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;

d. pemanfaatan ruang vang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar
dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

KEETENTUAN PENUTUP

Pasal 106
Ketentuan lebih Lanjut mengenai teknis pelaksanaanya diatur dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 107
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene 16 Agustus 2012
B TI
PANGKAJENE KEPULAUAR,

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 21 Agustus 2012
AMSUDDIN A. HAMID

SEKRETARIS DAERAH KABUFPATEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENA DAN KEPULAUAN TAHUN 2012 NOMOR 8
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN PANGHAJENE DAN KEPULAUAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan
Pembangunan Nasional telah mengamanahkan bahwa struktur perencanaan
pembangunan di Indonesia didasarkan pada hirarki dimensi yang meliputi
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D), Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKFD)
dan Rencana Kegja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai
kelengkapannya. Sementara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang, khususnya pada penjelasan pasal 20 ayat 3 dan pasal 23 ayat 3,
dinyatakan bahwa Rencana Tata Ruang merupakan matra spasial dari rencana
pembangunan jangka panjang. Dengan demikian, sejak dari perencanaan makro
sampai pada perencanaan mikro, perencanaan tata ruang merupakan matra
spasial dari perencanaan pembangunan yang sinkron dan harmonis.

Dalam hal ini Sinkronisasi Program Pembangunan menjadi tahapan strategis
dalam mengarahkan kebijaksanaan pemanfaatan ruang secara terpadu dan
harmonis untuk berbagai kegiatan, pengaturan dan pemanfaatan ruang
merupakan salah satu kewenangan pemerintah, mulai tingkat pusat sampai ke
tingkat daerah. Oleh karena itu, dalam proses perencanaan pengaturan dan
pemanfaatan ruang wilayah harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu
dan menyeluruh, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang dikehendaki

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan di Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan yang semakin pesat, kualitas pembangunen kabupaten juga
diupayakan ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
pemanfaatan ruang yang lebih efisien dan efelttif secara berkelanjutan.

Hakelat dari penataan ruang adalah memadukan, menyerasikan tata guna lahan,
tata guna udara, tata guna air, dan tata puna sumber daya alam lainnya dalam
satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh
pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui
pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan
lingkungan sosialnya. Dalam hal ini, RTRW Kabupaten menetapkan kriteria
penetapan struktur ruang, pela ruang dan KSK; arahan pemanfaatan ruang yang
merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahun; serta arahan
pengendalian pemanfaatan ruang yang terdinl atas indikasi arahan, arahan
insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

ILPASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Culmp jelas
Pasal 2

Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat
mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang
tenang dan damai.
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Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan
aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.

Yang dimaksud dengan “produktii” adalah proses produksi dan distribusi
berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi
untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya salng.

Yang dimaksud dengan *berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik
dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi
untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber
daya alam tak terbarukan.

Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Kebijakan Penataan Ruang" adalah rangkaian
konsep dan asas vang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan

ruang darat dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai
tujuan penataan ruang di Kabupaten Pangkep.

Avat [2)
Cukup jelas
Pasal 4

Yang dimaksud dengan “Strategi Penataan Ruang’ adalah langkah-langkah
pelaksanaan kebijakan penataan ruang

Ayat {1)
Huruf a.
Cukup jelas
Huruf b.

Mendorong pembangunan Kota Pangkajene sebagai Pusat I{egiatan
Wilayah secara terpadu baik intermal maupun ekstermal wilayah

maksudnya bahwa Kota Pangkajene dapat memberikan pengaruh dalam
skala kota maupun diluar kawasan kota Pangkajene. Hal ini juga dapat
diartikan bahwa Kota Pangkajene secara internal memiliki keterkaitan
langsung dengan wilayah lainnya dalam Kabupaten Pangkep dan secara
eksternalnya adalah kedudukan Kota Pangkajene terhadap kota-kota
lainnya di Sulsel.

Huruf ¢.
Cukup jelas

Huruf d.
Cukup jelas

Hurufe.
Cukup jelas

Huruf f.
Culkup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Huruf a.
Cukup jelas

Huruf b.
merevitalisasi fungsi kawasan lindung yang telah menurun
dimaksudkan adalah upaya untuk mengembalikan atau meningkatkan
fungsinya akibat adanya penurunan kualitas yang disebabkan cleh
kegiatan-kegiatan vang tidak sesuai dengan fungsi utamanya
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Huruf ¢.
Cukup jelas
Huruf 4.

menyediakan RTH minimal 30% dari luas kawasan perkotaan yang
terdiri atas 10% RTH privat dan 20% RTH public yang diisi oleh
tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja

ditanam
Huruf e,

Cukup jelas
Huruf f.

Cukup jelas

Ayat (4}

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat [7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Awvat (11)

Huruf a.

Cukup jelas
Huruf b.

Cukup jelas
Huruf c.

Cukup jelas
Huruf d.

Culkup jelas
Huruf e.

mencegah dan mengendalikan tumbuh berkembangnya perumahan dan

permukiman dikawasan
perkembangan kearah kawasan lindung

Huruf f.

Cukup jelas
Huruf g.

Cukup jelas

lindung maksudnya adalah membatasi
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Huruf h.

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)
Huruf a.

kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan merupakan kawasan
strategis dan sebagai kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan sebagian
informasi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara yang
tidak terpisahkan dari upaya keseluruhan penataan ruang wilayah.
kawasan ini juga dapat digunakan sebagai tenpat latihan, pendidikan,
dan dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya tertentu yang
pemanfaatannya bersifat khusus.

Huruf b.

Culup jelas

Huruf c,

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Cukup jelas

Pasal 5

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan
sisten perkotaan dalam wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah
Kabupaten yang dikembangkan untuk mengjntegfasﬂ_{ﬂn mla}'ﬂh kecamatan
selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten, baik sistem jaringan prasarana

utama maupun sistem jaringan prasarana lainnya .

Dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten digambarkan sistem perkotaan
dalam wilayah kabupaten dan peletakan jaringan prasarana wilayah yang
menurut peraturan perundang-undangan, pengembangan dan pengelolaannya
merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan sepenuhnya
memperhatikan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata

Fuang Wilayah provinsi

Pasal &6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal B

Cukup jelas.

Fazal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Fasal 12

Cukup jelas.
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Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19

Jalur Evakuasi Bencana Alam Wilayah Kabupaten adalah jalur yang
diperuntukkan bilamana terjadi bencana alam yang dilengkapi dengan
infrastruktur pendukung lainnya. Jalur evakuasi bencana alam tersebut
memiliki akses yang mudah dengan ruang evakuasi, Yang dimaksud dengan
ruang evakuasi adalah dapat berupa lapangan atau area tertentu yang memiliki
ketinggian dan jarak tertentu dari lokasi bencana. Peruntukan ruang evaluasi
haru pula mempertimbangkan kemudahan dalam pendistribusian logistic.

Pazal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Culkup jelas.

Pasal 23
Cultup jelas,

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Culkup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Culmup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Kawasan budidaya yvang dimaksud adalah kawasan budidava vang memiliki nilai
sirategis Kabupaten, merupakan kawasan yang menjadi tempat kegiatan
perekonomian yang memberikan konstribusi besar terhadap perekonomian
kebupaten
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Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas,

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas,

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas,

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 309
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41

Kawasan strategis kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup
kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan
sumber daya alam dan teknologi

Pasal 42

Ayat (1)

Kawasan strategis provinsi adalah kawasan yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam linglup
provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan
sumber daya alam dan teknologl

Huruf a.

Cukup jelas
Huruf b.

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Rencana tata ruang vang lebih rinci adalah hasil perencanaan tata ruang pada
kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang
batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan disusun
berdasarkan mnilai strategis kawasan dan/fatau kegiatan kawasan sebagai
perangkat operasionalisasi rencana tata ruang wilayah.
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Rencana detail tata ruang merupakan rencana rinci tata ruang untuk rencana
tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
Disamping itu, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan juga merupakan
rencana rinei dan disusun jika pada kawasan tertentu sangat dibutuhkan
PENYUSUNANNYA.

Ayat (2)

Peraturan daerah, selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang ditetapkan melalui suatu
mekanisme pembahasan antara eksekutif dan legeslatif daerah

Pasal 45

Cukup jelas.
Pasal 46

Ayat (1)
Indikasi program utama menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan
untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan pola tuang wilayah
kabupaten. Selain itu, juga terdapat kegiatan lain, baik yang d:]a.}c;aanakan
sebelumnya, bersamaan dengan, maupun sesudahnya, yang tidak disebutkan
dalam Peraturan Daerah ini

Ayat (2]
Cukup jelas
Ayat (3)

Kerjasama pendanaan adalah upayah terbangun atas kesepakatan bersama
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara
pendanaan yang berasal dari APBD provinsi, APBN, swasta, dan/atau
masyarakat

Pasal 47

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah
ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten
yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan,
ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2]
Cukup jelas
Pasal 48
Ayat (1)

ketentuan umum peraturan zonasi adalah penjabaran secara umum ketentuan-
ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan
ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif.

Avat (2)
Cukup jelas
Pasal 49

Ketentuan umum peraturan zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur
pemanfaatan ruang/penataan dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan
ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai
dengan RTRW kabupaten,
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Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat [3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Culkup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas,

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas,

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Culup jelas.

Pasal 60

Culup jelas.

Pasal 61

Culup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.
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Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas,

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas,

Pasal 73

Cukup jelas.

Paszal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84
Ayat (1)
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Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi
oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat
dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan
rencana tata ruang vang telah disusun dan ditetapkan

Ayat (2)

Cukup jelas
Avat (3)

Cukup jelas

Paszal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Ayat (1)

Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk
memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan vang sejalan dengan
rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi
pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana
tata ruang

Avat (2)

Ketentuan pemberian insentif adalah ketentuan vang mengatur tentang
pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan
kegiatan yang didorong perwujudannya dalam rencana tata ruang. Pemberian
insentif dan menyederhanakan prosedur perizinan merupakan salah satu
upaya menciptakan iklim investasi vang kondusif dalam rangka
meningkatkan minat dan realisasi investasi

Ayat [3)

Ketentuan pemberian disinsentif adalah ketentuan yang mengatur tentang
pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang dan
berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau
mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang (atau
Pada non-promoted ared)

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Ayat (1)
Arahan sanksi adalah arahan untulk memberi sanksi bagi siapa Sa_IEI. yang
melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan ruang yang tidak sesual dengan
rencana tata ruang vang berlaku.
Ayat (2]
Culup jelas
Pasal 91
Ayat (1)
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Huruf a

Peringatan tertulis diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam
penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat
peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali
Huruf b
Penghentian sementara adalah upaya penertiban bagi pelanggar
pemanfaatan ruang untuk tidak melakukan operasional kegiatan hingga
batas waktu yang telah ditetapkan dan jika tidak mengindahkan, maka
akan dilakukan penghentian kegiatan secara paksa.
Huruf c
Penghentian sementara pelayanan umum dimaksud berupa pemutusan
hubungan listrik, saluran air bersih, saluran limbah, dan lain-lain yang
menunjang suatu kegiatan pemanfaatan ruang vang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang,.
Huruf d

Penutupan lokasi adalah penerapan sanksi penutupan lokasi dan tidak
dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk
menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan
ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku
Huruf e

Pencabutan izin adalah pemberian sanksi berupa penghentian izin secara
permanen atas kegiatan pemanfaatan ruang yang penetapannya melalui
mekanisme berdasarkan peraturan yang berlaku

Huruf f

Pembatalan izin merupakan tindakan perubahan izin yang telah
dikeluarkan oleh pejabat berwenang atas pemanfaatan ruang berdasarkan
hagil evaluassi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang
menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang
dalam rencana tata ruang yvang berlaku

Huruf g

Pembongkaran dimaksud dapat dilakukan secara sukarela oleh yang
bersangkutan atau dilakukan oleh Instansi berwenang.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Culoup jelas
Huruf ¢
Culup jelas
Huruf d

Cukup jelas

Huruf &
Cukup jelas

Huruf f
Pemulihan fungsi ruang merupakan usaha untuk mengembalikan fungsi
ruang atas pemanfaatan ruang yang telah dilakukan berdasarkan rencana
tata ruang.

! Dipindai dengan |
i & CamScanner’;


https://v3.camscanner.com/user/download

Huruf g

Denda administrative dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-
sama dengan pengenaan sanksi administratif dan besarannya ditetapkan
oleh masing-masing pemerintah daerah kabupaten.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Daerah,
pengumuman, dan/atau penyebarluasan oleh Pemerintah daerah,

Pengumuman atau penyebarluasan tersebut dapat diketahui masyarakat,
antara lain dari pemasangan peta rencana tata ruang wilayah yang
bersangkutan pada tempat umum, Kantor Kelurahan, dan/atau Kantor yang
secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Huruf ¢
Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, social,
budaya, dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung
terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, dan kualitas
lingkungan.

Huruf d
Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa mnilai atau
besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang
diberi penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 95

Huruf a,
Mentaati rencana tata ruang vang telah ditetapkan sebagai kewajiban setiap
orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang
sebelumn pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Huruf b,

Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan
sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang
sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Huruf ¢,
Cukup jelas

Hurufd,
Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat
mencapai kawasan vang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan
sebagai milik umum. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila
memenuhi syarat sebagai berikut :
- Untuk kepentingan rmasyarakat umum ; dan/fatau
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- Tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.
- Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum,
antara lain adalah sumber air dan pesisir pantai.
Pasal 96
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2}
Yang dimaksud dengan “daya dukung lingkungan” adalah kemampuan
lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan mahluk
hidup lain yang ada di dalamnya.
Yang dimaksud dengan “daya tampung lingkungan® adalah kemampuan
lingkungan untuk menampung/menyerap zat, energi, dan/atau komponen
lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya

Pasal 97
Peran masyarakat adalah pelibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan
tata ruang, mulai pada tahap persiapan, pengumpuylan data dan informasi,
perumusan konsep, dan pembahasan ranperda.

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas,
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
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O PAN. HNAMA HAMA TITIK TITIK KLASIFI- STATUS TER-
RUAS JANG PANGHEAL LAY, | FEMNGENAL PENGEMAL KAS] ADMIN MASITH
(K] R:l..l'.ﬁ.S BUAS PANGEAL LLJUNG RUAS FCEE:NM-
1 2 3 Fl 5 6 7 8 ]
1 3.30 | Mappasaile Lejang r&1 jembatan | jl.neg km 53 up Lu K PK/BGR
2 | 2as | Pungeajens Toli-Toli £ 1007137 ﬁﬂﬂ““ﬂ‘" NMG K PK
a 1.90 | pangkajens Leko Boddong kubuefr. 104 ar/73 NMG K FE
4 0.70 | Padakid Sumpabita r.05 Eurniung Lu K BLC
5 17.40 | Sorsang Sengperang jl.neg km 44 up | ar&9 Lu K MT/BLC |
G 28.40 | Matojeng Tondang Kura 107/r105 r.65) pustu Ly K MT/BCR
7 2.00 | Bori Appaka Talappasa r.o1fol1 tambak NMQ K PK
8 6.10 | Bentoa Batiling jl.oeg km 85 up | r.4lf4l NMG K LBK
k) 3.60 | Lembang Erasa jl.oeg lem 55 up | 28/ pasar NMG K LEBK
10 | 470 | Birnghkassi Bw.Cindea jl.tna ii km 1 Jttns ii Jom2 MO K BGR
11 | 2.10 | Bontoa Labalkang jl-negfkm 56 r.28/36 NMG K LBK
12 4,40 | Talaka Kasaikebo jloeg km 64 up | ujung afr 18 NG K MR
{5 | T.10 | Henaungan Taraweang jl.neg km 64 up | r.79/70 LU K LBk |
14 £50 | Taraweang Tabo-Taba 41/79 32/ad LU K LBK/BGR
15 | 13.00 | Biringkassi Tonasa 1l pelabuhan tonasa ii NMG K BOR/MT
16 | 7.20 | Padang Lampe Parenreng r17/79 20/21 25 K | MR/sG
17 7.20 | Ma'rang Padang! Lampe jl.oeg km 67 n16/79 LU K ME
18 1060 | Pitu Sungeu Bawaaalo jlneg km T2 ujung .o 12/ Jis K ME
[ 19 | 6.40 | Segeni Rl Tlmeg ki 72 ap | bk NMG K 3G
a0 4.20 | Macops Parenreng r.28129 r. 1621 JI8 K 5G
21 540 | Manggalung Parenreng 23422 r.16/20 JIs K SG/MD
23 520 | Mandalle Manggalung jlneg km 82 £.21/23 Jas K 85G,/MD
23 260 | Boddie Manggalung Jjl-neg km 78 r.21/22 Jis 24 80/ MD
a4 1.88 | Boddie Lamasa jLneg km 78 r.B454 NMG K 80,/ Mb
a5 3.50 | Bone-Bone Lekocaddi lubur r.15/15 Ly K FK
25 330 | Padang Lampe Aleka rajas r.17 .78 Ly K MR
27 4.30 | Lembang Tapais jLneg km 56 +.B{E Ly K LBEK
a8 380 Labakkang Macini Baji 1136 pelabuhan NMG K LEK
] 850 | Segeri Ammung Jl.neg km73 r.16 16 Lu K a0
30 3.22 | Tabo-Tabo Padakki r.14 sungai NMG K BOR
31 2.10 | Gentung Sapanjang jl-neg km 62 tatrbak NMQ K LEK
az 4,00 | Tabo-Tabo Blk ur.14 bll NMG K BGR
a3 5.60 | Bonte Langhkasa Japing-Japing jleeg ke 42 up | jLneg km 43 up NMG K PE/MT
34 2.80 | Baru-Baru Bonto Jai jlpeg km 49 up | sungai NMG K PK
a5 3.70 | Hassi Leang Lonrong r.5/5 Funung LU kK BLC
36 | 4.51 | Labakkang Tonaaa Barat 28-nov tambal/r 0 NMG K LBK
a7 | 7.80 | Botw Padang Lampe jLneg km 71 17717 LU K MR
a8 3.40 | Gelenge Attang Salo 17117 45745 Ly K ME
as | 7.10 | Tapole Attang Salo 8/8 45745 Ly K |MR/LBE
40 320 | Salo talang Bamaslo 6/6 15/15 Ly E MT
41 3.20 | Leppangeng Taraweang L5/15 9/14 JJs K LBK
43 230 | Bande Gentung jl.neg kom 57 jl.neg km 59 Lu K LEK
43 1.90 | Bande Patalassang JLneg lem 57 r.39/39 Ly K LEK
44 | 245 | Me'rang Talaka JLneg lkom 67 jlreg ki 66 LU K ME
45 | 850 | Talaka Bulusipong rA4/ 44 TR Ly K ME
45 4.70 | Tamanpaps Padanglampe jloegkem 70 up | 17717 Lu K ME
47 1.20 | Kabba Taraweang r5/5 aswah LU K MT
458 3.70 | Bontomanai Belae r.108/ 185 Eunung Lu K MT
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49 2.40 | Tamangapa Kalukue jl.neg kem 74 1. BRI NMG K MR

50 250 | Kajuara Patalassang r.6/pasar beadung Lu K MT

51 4,80 | Bomtomatene Bulu Batu jhneg km 73 up | £.37/37 Lu K B0

s2 | 370 | Temarupa Mr.Ngancang jl.neg km 81 up ‘p‘_’;’l':':ﬂ HMC K MD

23 | 490 | Peseng Bentang lLneg km 77 up | 21721 Lu K 8G/MD

54 | 580 | Bene Manjalling jl.neg km 75 up | Ba/24 KMO K SGfMD
‘E 8.50 | SBilora Mangilu r6/b.d=sa r.G u K BGR

5 8.70 | Bamaclo Bela 15f15 55/55 L K MT/BOR |

57 4,62 | Tompobalang Bente-Bonio 5/5 sd faungri Lu K BLC

58 | 330 | Tenasal Ratu Napara 5/5 sawah Lo K BLC

L] 570 | Tonasm1 Bl Saldan 545 ktr lurah masjid L K BLC =i

1] 1.50 | Biringkasai Boriappaka 15£15 1/1 L K BGR

61 3.50 | Bucinrd Padadse /1 ETnpang HMG K PK

53 290 | Bontokio Bontarmanai jl.neg km 435 34424 HMG K PKE

63 1.30 | Brlangknsa Branggas jlneg km 43 sorwah fmasjid Ly K MT

B4 | 1.43 | Alesipitto Pd.Lampe avsar 17417 Lu K MR |

65 | 1470 | T.Kurs Kalajong r/6 b.puatu r/6% jembatan L K TIL |

&5 1.00 | Bone-Bone Bt.Labere 25425 kampung LU K FK

&7 3.00 | Gallalav Tp.Wastuo 23422 gunung Ly K MD

&8 2.40 | Panmikang Madumba ElS sorwnkh Lu il MT

69 20.0 | Senggeran Kalajong .3 65/ 1) jembatan Lu K BLC

70 1.60 | Tamarupa Gallncayn jlneg km 81 r.aajan Lu K MD

7l 4.50 | Bontomatenc Pw.Balo jl.oeg km 73 tambak/sungai MM K sG

T2 1.50 | Bonto Perak Bantomanai 34734 62/62 HMG K PK

74 200 | Bonto Perak Pacelang Fd 34 ara NMG K PE

Th 260 | Lekoboddong Tekolabbua r.d r.2 NMG K PE

75 4.00 | Biringkassi Talappasa r.15 r.1 HMG K BOR

TG 460 | Pundatn Maliz= r.28 g NMG K LBE
77 | 2.50 | Tonass Barat Kokoa r.35 tambak NMG K LEE

T8 1.53 | Lepumnjang Band= r&l tambal HMG B FE

79 | B.30 | Taraweans Pd.Lamp= r.l4f4a1 1716 JIS K MR/ LBK

B0 1.20 | Labaklang P.Baja rllfl1 r.ofo L K LEBK

81 200 | Tarusan Kalibara r11/11 B empcm-g_ Lu K LBE

82 | 200 | TpBalang Tumbue r.105 gurung LU K HLC

83 | 5.50 | Bulusipang Batara r.13/13 r.8 Ly K LBE

84 220 | Me.Ngancang Lamasa jlneg km 79 r.24/54 HMG K 2G/MD

85 | 2.60 | Bone Alobang jlneg km 757 | 1.86/85 iy 4 BG/MD

a5 2.40 | Palopporang Benteng 20720 £.53/%3 Lu K BG/MD

BT 1.00 | Erasa Tonaga Barat £207 lapangan | .36 HMG KB LBEK =

88 | 1.70 | Tabo-Tabo Bontotangn £30/14 r32 Ly K BOR

53 500 | Sp.BlCindea Bw_Cindea r.15/15 kampung iy K m_H-GH_

o0 2.00 | Lejang Boriappakna r.15/15 rif1 iy ¥ HGR

91 | 200 | Pdlampe Tambolo r.73/79 ad ) i MR

22 | 350 | Bantimurung Parang Luara r6f6 EUnUNE Ly K TTL

o3 2.00 | Pacelang Bulu-Bulu r.3/ masjid tambal Ly i FECT

%4 | 3.00 | Td.Kura B Tingsi r.65 hutan 1 3 K P

55 2,00 | Gattarang Ballasibatua r.la/14 kampung Lu ¥ LEK

G5 £.00 | Parenreng Mare-Mare r.16/16 kab. barra JJg K ac

97 1.30 Katapang Lekocaddi .15 r.15 LU K BOR

G 4.00 | Binangatoa Tanaraja r.36 tambalk WMG K LBk

oo 1.40 | Laiknng Tala jlneg km 64 T4 44 Lu ¥ ME

100 4.40 | JLB.Hasanuddin J1.Propinsi il propined i propinsi Lu K FESMT
101 | 0.80 | JiKemakmuran | JLPropinsi Hproniem [ =T = =

102 | 1.70 | JLMangga Kata r.iol .01 /jembatan LU K PE

103 140 | JLPelelangan Kota r137/128 r.0z2 Lu K PE

104 | 040 |J1.CpTompong Hita £ 125 r.oa LU K PE

105 4,10 | JLH.Padeliluran Hota r 1007100 r. 107 706 iy K MT
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106 | 1.00 | Ji.Mappatuws Kot r.101 r.25 Lu 4 P -l
107 | 330 | JLEHMohYusuf | Kot £, 100 r.06 /107 LU K MT |
108 | 0.5 | i Leangkaasi Kota r.105/105 r.48/ 165 L K MT |
109 | 060 | JLH.MAcsyad P Koda r. 107 110 Lu _E PE
110 | 170 | MA Mourags Koda r.105 r.103/02 LU e PE
110 | 250 | JLNusa [ndah | Kota r. 170 r.105 Lu K MT/FK
112 0,30 | J1.Kusa Indah li Kota r.111 riz LLi K MT
113 034 | JLNangks HKota r.101 r 120 Lu K FK
114 0.45 | J1.Perghibur Kuota '_F11|:|-1 r. 106 L K PE
115 | 110 | JLKetimun Hrta r.102 r. 106 Ly K PR
115 | 3.00 | JLEeadilan Kota r.il4 1S 7 K P
117 | 120 | JiTerminal Kot r115/115 A0S/ 101 L K PE
118 | 0.25 | JLKelapa Fotn r 1037102 r.115/115 L K FK
118 | 015 | JlPisang Hiptn r-113 115 Lu K FE
120 | @4 | Jideruk Kata r.102 riis _Lu K PR
191 0.51 | JLTerong Kot £ 1230 115 o K FE
122 | 005 | JLKubis Hela HLAL r.115 Lu K PE
123 | 350 | JLKrgBamsn Propinai f_‘f,fam'mz £ 100 jembatan LU K MT
124 | 410 | JlAndi Mapps Proqinsd akhir r, 101 r:’;l:lmna Lu X BOR |
125% 008 | JlSawi Kole r.12l L1232 LU K PE
126 | 005 | J.NusaIndah Dim | Kota rnill sawah Lu K FK
127 | o082 | DA Mandacing Kota 100 r.128/129 Lu K PE
128 1.20 | JiABurhanuddin | Kola r. 100 r 137/ 103 Lu K FK
129 | 055 | JiKessjahterasn Keta r.101 r 106, 106 Lo K P
130 | oo | JLK.H.Ramb Fatn r 12d 12T r. 128,100 Lu K [
131 | o8 | JiHartini ] Kota 138 r137 kK |
132 | 0.08 | JiKartnili Kota r.127 £ 128/ 129 L K PE
133 | 025 | JLCumi-Cumi | Kota r.128 | mies K FE
134 | 0.35 | JLCumi-Cumili Hoea r-12a £.12% Lo K PK
135 | 015 | JLCumi-Cumi Ti Kota r-133 r. 105 L K PE
196 | 9.30 | JLCampageya Keta | r1zs rilo U X PK
137 | 1.36 | JLAMuri DgLulu | Kota Tl 2110 L s PE
138 | 0.40 | Jikebun Bayur Kota r.125 £ 137 Lu K PR
1 | 030 AUIAPATAANE Y L s ni1a ri27 o E P
120 | 0a0 | JLDgBonto Kata r.119 127 A1 X P
141 | 035 ‘:&;‘:"‘m‘ﬂ“ De | kot r.110 rizT Lo K PK
142 040 | J.Amba Rala Hota r.139 r. 104 L K PE
143 | 0as 'Jlk:""”""'"““‘*h Kota r.140 r.104 w K B
194 | o [JhHBewmaEDE | o r.140 r141 w X pEc
145 | 00 | JLHAAL Amir Kota r-104 £.141 L % PK
146 | LED | MACacn Kota r.100 r. 103 L K PK
147 .33 | JLBlk Terminal Hota r.104 r.103 LF K PE
145 | 025 | H.M.Arsyad Dalam | Kota 109 r. 100 L K PE
'Ta 1.30 | A.Maurnga Dalam | Kota 110 r.114 L b K
150 | 70 [ J1Kesehatan Kot r.154 r.156 LT K PE
151 | 060 | .M Flamboyan Kola £, 107 r.1%8 Lu K PK
152 | 0.45 | Jlcendana Hota r107 r.170/156 w | kK | K
153 | 030 | JiKesatria Dalam | Kots r.100 r.151 Ly K PE
154 | 000 | MKesatria Kot r.150 r.151 LU K P |
155 | 020 | Miilontm Katn 7150 ris2 L K | Pk
155 | 090 | JCampaka Hotn 100 r 153 Lu K P
157 | 012 | J1Stadion | Hota r.i70 r.165 L K P
158 | 018 | JSmdionk Eoda r178 r.l65 L K P
152 | 0.5 | JLStadion i Kot | =187 r.15% LU K Bl
t60 | a0 | JLBogenville 1 Hola r.100 I T w i |

i Dipindai dengan
i & CamScanner’;


https://v3.camscanner.com/user/download

HW A nT Auroad BitL tadnng edure] Bowpeg | o5 | SIZ ;
dH b fa bR arfoers | dn g s Bl s B uiumriER | OE'E | BIE |
€03 ) m_ | SPr| s Bl FusBuwdinag Sppofl | OUF | €1
im H 1 Hamdars it Ty Haarf Bumasad auoqied | e60 | Zig
L | nT T LEE e g | oEE | TIE
og | ik Hondorey &L BupnFuy Bumry | OO0 | 01T
Hoa WL ni amfung gy oeafung ey s wofung o | 0t | eox
an VIO ni | oy s, w309 o ey oy FmimE WOY | S&E | 2O
a1 YLOY w1 o0 gy may gy ey | BURERRRE Y | o0 | 0T
Hog | viOM 1 mos stk wmoy L=Beg ey pufteg my | 055 | W0E
g V10M i oy E200Rd We fpaogen w10y proEg oy | L¥E | 502
Hd b 1 BETY oo moH Bumsdoyir | o100 | #0%
1 - ] mi oo e moi m";;"lﬂr Q%0 TOE
im N mi EDT T Sl o By mreone] HNge S1'D ZOE
L H o | EOES SOl ey nemnmydhgye | w30 | 108
7™ 3 T Fandurey SR = | wmmoee] g | SR DO
1M ;; 1 Aunduney ] B “ien g wdwENIC | DO 4115
i x oy duie cord wog | Pleoalw dwsir | soo | Bl
1M b | 1 IT1e 5014 LaTes ] 1] auay W dmgr F1°0 L5T
1A H 1 durs 501t ooy 1 soayy dogr o1'o 61
1M H 1 ZaT'd -1 e | wemg m-ﬂ! Le ] 111
M b | nl ZATA 16Tt WO | ] UTER SOt ] FEl
1M b 1 ZAT'e lata L | ) =g e ET"D EE.I-
18 q i BETS [T ey i MOQEmE | S0 AT
T o i LT 1614 Lt I WmAIr | S¢'0 | T61
1M ;| m L8148 R ROy | R BRI RO'D OBt
1A H m H07°2 EEB1d way Al TURREDNM | 61D ERl
4 H mi HOT'A S0T may ) wepEatr | Or'o BRIl
LM H 1 281 LLT™ iy T empsar | g1'0 LRT
i H I i _I_ET 4 201 R Ll | FURPLER0CI | Bs'D =4
1A b | [t} Sa1's BRI Lit | np epedwEsr | g1n 51
in X 1 e GLT'S wE NeEwEyie | g | F
1M i Il LB Sh1a WY pwedunye | gEo (%1} |
1n H i CETY S01a wey | ey Fuenae | oogo | e
1 ¥ m gLl LiT4 L I N T
1 1 m 81 Lirs R | o iy magte | 950 | o8
1 | m BLLd Lite me wimy ‘_,_.M.“.l. LT AL GLY
LM ] i o1y LT oy [ BT | SED | mLl
LM H mi Ep1d LOT'3 T wliey LOME | SR F¥ |
IW A m 2014 L0103 moy | wepd SEqERNOIC | GO0 L°rA |
1K 3 i g LO0°T N N | oo Sunin du:-':l'[!rE A0 | L1
1H o mr LLvs L4014 W | oy Funlpy m-,; oz'e | il
LW A 1 ol o1 won | SLSELEEr | S50 | £l
Lk A i Li1a ooT's wicny | Buwda) 30 wpure | ool | e
LW H m BOL™ e e whwg wnuogle | o't | ton
1 H 11 T£T'3 bl o meyemeE e | oU'T | o
Hd b | nl L9172 Fala L] 1) By -ﬂ"! L Eu?
Hd A ml TR B (SR oy HyastHuy e | 830 | g
Hd b | L] B TR ] LT 1 H383uy e | 510 L9
A m L] A rala oy O] maEsytr | 010 a9
Hd b | i L5fa raa oy b dmmEpg e | 0 5o
Md | LA o0 moy Ldwmepye | 960 | w91
Md ;| m L=l 517 meay ALgaeadneg e | s10 | E9I
Hd | n e 192 e j ajpaineg e | 0170 (4]
e o ia ) PN el 'd oy [ AMskained |8 | B0 Iat

i Dipindai dengan
i & CamScanner’;


https://v3.camscanner.com/user/download

-
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Peraturan Daerah Ketupaten Penghajenc dan Kepulsuan
Nemar ¢ 8 Tahun 2012

Tongial ¢ 16 Agustus 2012
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Lampiran ¥

Peraturnn Dnernh Kaliupalen Pangkaiene don Hepulauan
Momor ¢ B Tahun 20132

Tangzal @ 16 Agustua 2013

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN

BISTEM JARINGAN
na TRANSPORTASI BRCAMALAN
1 Pelabuhan Sungai

a. Sungai Kalibone - Minasate'ne
b. Sungai Pangkajene - Pangkajene
c. Sungai Limbongan - Labakkang
d. Sunpgai Kassi Kebo - Ma'rang

e. Sungai Biringkassi - Bungoro

f. Sungai Jennae - Ma'rang

g. Sungai Padadae - Panglkajene
h. Sungai Pandang Lau - Pangkajene
i. Sungai Bawasalo - Segeri

2 | Pelabuhan Penyeberangan

a. Pelabuhan Kalibone - Minasate'ne
b. Pelabuhan Pangkajene - Pangkajene
¢. Pelabuhan Limbongan - Labakkang
d. Pelabuhan Kassi Kebo - Ma'rang

e. Pelabuhan Biringkassi - Bungoro

[. Pelabuhan Jennae - Ma'rang

g- Pelabuhan Padadae - Pangkajene
h. Pelabuhan Pandang Lau - Pangkajene
i. Pelabuhan Bawasalo - Segeri
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Lampiran ¥1
Pernturan Dasrah Kabupatzan Pangkajene dan Kepulavan

Mamor

! B Tabun 2013

Tanggal @ 16 Aguatus 2012

JARINGAN ENERGI

NO SISTEM JARINGAN ENERGI KECAMATAN
1 |a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap Bungoro
(FLTU) Biringkassi 2 x 25 MW
b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
(PLTD)
1} PLTD P. Bangko-bangkoang 16,5 | - Liukang Tupabiring Utara
KVA
2) PLTD P. Laiya 60 KVA Liukang Tupabiring Utara
3) PLTD P. Balang Caddi 50 KVA, Liukang Tupabiring
PLTD P. Gondong Bali 100 KVA
4] PLTD P, Sapuka 60 KVA, PLTD P. Liukang Tangaya
Sabaru 60 KVA
5] PLTD Leang Pannikia 35 KVA Bungoro
6) PLTD Bulu Are 15 KVA Baloced
7) PLTD Pandang Lau 35 KVA Pangkajene
{(2) Pembangkit Listrik Tenaga Micro Tondong Tallasa
Hidro (PLTMH) Bantimurung 2 x 10
MW
[3) Pengembangan Energi Listrik Liukang Tupabiring
Terbarukan Liukang Tupabiring Utara
Liukang Tangaya
Liukang Kalmas
Balocci
Tondong Tallasa
9 Jaringan Transmisi
a. Saluran udara Tegangan Tinggi
(SUTUT) 150 KWA
b. Saluran Udara Tegangan Tinggi
(SUTUT) 75 KVA yang
Menghubungkan Gardu Induk
c. Gardu Induk
1) PangkepI 20 MVA
2) IBT Tonasa [ 20 MVA
3) IBT Tonasa II 20 MVA
4) IBT Tonasa [I1 20 MVA Bungora
5) Extension Pangkajene dan Balocei
Kepulauan IiI 30 MVA Bungoro
6) Extension Pangkajene dan Bungoro
Kepulauan IV 60 MVA
3 | Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi
a. Pengembangan Sengkang-Parepare- Bungoro
Makassar
b. Fasilitas Penyimpanan dan jaringan
pipa dan gas bumi berupa depo
minyak dan Gas Bumi
B TI
PANGKAJE KEPULAUAN,

EYAMSUDDIN A. HAMID
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Lampiran VIl
Peraturan Daerah Kabupaten Pangiajene dan Kepulauan

Nomor
Tangzal ¢ 16 Apuatus 2012

t B Tehun 2002

RENCANA JARINGAN PRASARANA ENERGI

No | Jenis Pembangkit Lokasi Kapasitas

1 |PLTD P. Bangko- Lk. 16,5 KVA
Bangkoang Tupabbiring
P. Laiya 60 KVA
P. Balang Caddi 50 KVA
P. Balang Caddi 50 KVA
P. Gondong Bali 100 KVA
P, Sapuka 60 KVA
P. Sapuka Lk. Tangaya |60 KVA
P. Sapuka 60 KVA
P. Sabaru B0 KWVA
Lampupanikia Bungoro 35 KVA
Bulu Are Balocci 15 KVA
Padang Lau Pangkajene 35 KVA

2 |PLTU Biring Kassi Bungoro 2x 25 MW
(PT. Semen Tonasa)

3 | PLTMH Bantimurung Tondong 2x 10 KW

Tallasa

4 | PLTS P. Laiya Lk. 4 Unit @ 50 WP
P. Polewali Tupabbiring | 3 Unit
Mattiri Uleng
P. Salemo & Unit
P. Sangara 116 Unit
P. Podang-Podang L 34 Unit
P. Lamputan 15 Unit
P. Sabangko 15 Unit
P. Sakuala 1 Unit
Mattiro Sompe
P. Balang Lompo 2 Unit
P. Balang Caddi 35 Unit
P. Karangrang 2 Unit@ 150 WP
P. Pala

Mattiro Ujung
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30 Unit @ 50 WP|

Kelurahan Sapuka Lk. Tangaya

F. Sabaru 2 Unit

P. Tampaang 5 Unit

P. Aloang 12 Unit

P. Kawassang 7 Unit

P. Sapinggang 7 Unit

B, Sapuka 10 Unit

P, Sabaru 1 Unit

P. Tampaang 14 Unit

P. Aloang 2 Unit

P. Kawassang 2 Unit

P. Sapinggang 2 Unit

P, Sailus Lompo 5 Unit

P. Satangger 20 Unit

P. Kapoposan Bali 45 Unit

P. Sailus Kecil 40 Unit

P. Matalaang 14 Unit

P, Sabalana 5 Unit

P. Sanane 3 Unit

P. Makarangan 9 Unit

P. Lilikeng 2 Unit

P. Pammalikang 2 Unit

P, Tampaang 21 Unit

E. Aloang 21 Unit

P. Kawassang 19 Unit

P. Sapinggang 19 Unit

B. Sailus Lompo 9] Unit

P. Marabatuatig 14 Umit

P. Makarangana 15 Unit

Timur

P. Tinggalungan 1 Unit

P. S8abaru 1 Unit

P. Balo-Baloang Kecil 1 Unit

P. Sabalana 1 Unit

P. Matalaang 1 Unit

P. Pammantauan Lk. Kalmas 10 Unit (@ 50 WP
P. Massalima 10 Unit

P. Saliriang 10 Unit

P. Sabaru 15 Unit

P. Pammalikang 15 Unit

Desa Kanyurang 40 Unit

Desa Kanyurang 1 Unit@ 150 WP
Pondo Kalu- 1 Unit @ 50 WP
Kalukuang

Kalu-Kalukuang 2 Unit

P. Bangho-bangkoang 1 Unit

Desa Marasende 1 Unit

Minggi Tompo Bulu | Balocei £0 Unil @ 50 WP
Kalibarang 1 Unit

Bonti 1 Unit
Manggala 1 Unit

Tompo Bulu 1 Lampu Jalan
Balleanging 1 Lampu Jalan
Bonti 1 Unit @ 150 WP
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Mannyampa Tondong 30 Unit @ 50

Mannyampa Talassa WP

Tondong Kura 10 Unit

5 Unit

Cardu Induk Pangkep 1 30 MVA

Panghkep II 20 MVA

IBT Tonasa [ 31.5 MVA

IBT Tinasa Il 31.5 MVA

1BT Tonasa Il 31.5 MVA

Extension, Pangkep 30 MVA

11l 60 MVA

Extension, Pangkep

1V

PANGHEAJENE

! Dipindai dengan |
i & CamScanner’;


https://v3.camscanner.com/user/download

PETA RENCANA JARINGAN LISTRIK
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Lamplran VIN
Peraturan Dasrah Kabupaten Pangkajene dan Kepulanan

Momor + 8 Tahun 2002
Tanggal : 16 Agustus 2012
PETA RENCANA JARINGAN
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Lampiran X

Peraturnn Dacrah Kabtpaten Panghkajens dan Kepolauan
Momer : & Tahun 2012

Tanggal : 16 hgustus 2012

JARINGAN SUMBER DAYA AIR

SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR KECAMATAN
Sumber Air

a. Wilayah Sungai (W3S) yang meliputi
WS Saddang
- DAS Karajae - Labakkang
- DAS Pangkajene - Pangkajene
- DAS Segeri - Segeri

b. Bendungan ~ -
- Tombolo Ma'rang

¢. Bendung .
- Bendung Leang Lonrong - Minasate'ne
- Bendung Tabo-Tabo - Eung?m
- Bendung Fadaelo dan Perenreng - Segeni ‘
- Bendung Kajuara - Pangkajene

d. Celungan Air Tanah (CAT) Segeri, Mandalle,

Bungoro, Tondong
Tallasa & Balocci

Prasarana Sumber Daya Air
a. Sistem Jaringan Irigasi meliputi

Primer, Sekunder, dan Tersier

- DI Tabo-Tabo dengan luas 8.615
Hektar

- DI Leang Lonrong dengan 1.229
Hektar

- Dl Padaelo dengan Luas 2.958
Hektar

- DI Kewenangan Pemerintah
Kabupaten 41 DI

b. Sistem Pengendalian Banjir
1. Pengendalian Luapan Air Sungai

. d - Begeri
a) Sungai Segeri - Minasate'ne
b) Sungai Kalibone - Minasatene
c) Sungai Ci'dokang - Ma'rang
d) Sungai Tombolo . Baloceci
e) Sungai Senggerang - Pangkajene,
2. Pembangunan Kanal Labakkang dan
Bungoro
3. Pengaman Pantai - Bungoro, Segeri,
Ma'rang, dan
Pangkajene
c. Sistem Pengaman Pantai Mengurangi | - Seluruh Wilayah
_ Abrasi _ Kepulauan

PANGKAJENE KEPULAUAN,

BY DDIN A. HAMID
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Lampiran X

Peraturan Daseah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Momor : B Tahun 2012
Tanggal @ 16 Agustus 2012

SISTEM PENGOLAHAN PERSAMPAHAN

SISTEM PENGOLAHAN
NO PERSAMPAHAN LOKASI
1 | Penampungan Sementara (TFS) Kawasan Perkotaan PKW,
PKL, FKLp, PPK, dan PPL
2

Tempat Pembuangan Akhir (TFA)
Bontoa dengan luas 6 Heltar

Kecamatan Minasate'ne

BUPATI
PANGHAJENE EEPULAUAN

SYAMSUDDIN A. HAMID
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Lampiran X1

Peraturan Daerah Kabupaten Pangknajene dan Kepulauan
Nomor : 8 Tahun 2012
Tanggnl : 16 Agustus 20132

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

SISTEM PENYEDIAAN ATR MINUM

Pengolahan Air Baku

NO (SPAM) LOKASI
1 | SPAM Jaringan Perpipaan - Bungai Ci'dokang,
o Ui Al Bk Tagari, Tombolo dan
{. Sungsl Seng;:]rang
2. Air Tanah - Mandalle, Bungoro,
Tondong Tallasa dan
Balocci
b. Unit Produksi Air Minum
1. TPA Pangkajene &0 ldet - Pm-.gkajﬂne_
2. IPA Bantimurung 2,5 1/det - Tondong Tallasa
3. [PA Lanne 2,5 1/det - Tondong Tallasa
4. IPA Bonto Birao 2,5 1/det - Tondong Tallasa
c. Unit Distribusi Air Minum - Pangkajene
2 | Penyediaan Air Baku Melalui Rekayasa -  Wilayah Kepulauan

SYAMSUDDIN A. HAMID
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Lampiran XI1

Peraturan Dasrah Habupaten Panghkajene dan Kepulauan
Moot ¢ 8 Tahun 2012

Tanggal @ 16 Agustus 2012

SISTEM JARINGAN DRAINASE

SISTEM JARINGAN DRAINASE LOKASI

Sistem Saluran Drainase Primer | Sungai Segeri, Sungai Pangkajene,

di kembangkan Saluran Sungai Ci'dokang, Sungai Tagari,

Pembuangan Utama Sungai Tombolo, dan Sungai
Senggerang

Sistemn Saluran Drainase Bungoro, Pangkajene, dan

Sekunder di Kawasan Indistri, Minasate'ne

Perdagangan, Perkantoran dan

Pariwisata

Sistem Saluran Drainase Tersier
dikembangkan pada kawasan
Permulaman

SYAMSUDDIN A. HAMID
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Lampiran X

Peraturan Dasrah Kabaipaten Pangkajens dan Kepulawan

Momor @ B Tahun 20132
Tamggal @ 16 Aguatus 2013

JALUR EVAKUASI BENCANA

NO

JALUR EVAKUASI BENCANA

LOKASI

Jalur Evakuasi Bencana Banjir

Pangkajene, Labakkang dan
Bungoro menuju ke Balocci dan

Tondong Tallasa

Jalur Evakuasi Bencana Longsor

Tondong Tallasa, Balocci dan
Bungoro Menuju ke Pangkajene

Jalur Evakuasi Bencana
Gelombang Pasang

Pangkajene, Bungoro,
Labakkang, Ma'rang, Segeri dan
Mandalle menuju ke Kecamatan
Panglkajene

BUF,

PANGHAJENE DAWKEPULAUAN

SYAMSUDDIN A. HAMID
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Lampiran XIV

Pernfuran Daecrah Kabupaten Panghkajene dan Kepulauan
Nomor : B Tahun 2012

Tanggal : it Agustus 2002

PETA RENCANA POLA RUANG
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PANGHEAJENE KEPULAUAN,

5Y. DIN A. HAMTD
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Lampiran XV

Peraturan Daerzh Kabupaten Panghkajene dan Kepulauan
Nomor : B Tahun 2012

Tanggal : 16 Agustus 2012

RINCIAN KAWASAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN

A. Kawasan Hutan Lindung

NO KECAMATAN LUAS HUTAN LINDUNG ( Ha )
1. | Ma'rang 55

2. | Balocel 685

3. | Tondong Tallasa 1.137

4. | Bungoro 2.502

5. | Segeri 1.460

6. | Mandalle 1.233

B. Kawasan Resapan Air

NO URAIAN HKECAMATAN

1. | Kawasan Perbukitan dengan - Balocci, Bungoro, Tondong

Kemiringan Lereng < 40%
Struktur Tanah yang mudah
meresap air dan bentuk
geomorfologi yang mampu
meresap air hujan secara besar-
besar

Tallasa, Segeri dan Mandalle

BUPATI
PANGHAJENE HEPULAUAN

BY. éDDIH A. HAMID
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Lampiran XVI

Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Nomor ¢ B Tahum 2012

Tanggal : 16 Agustus 2012

KAWASAN HUTAN PRODUKSI
Hutan Hutan Hutan
No. | Kecamatan | Produksi | % Produksi % . %
Tetap Terbatas
1 Liukang i i . > ” -
Tangayya
9 Liukang < J _ ) . .
Kalmas
3 Liukang i N _ ) ) ~
Tupabbiring
Liukang
4 | Tupabbiring - - - - - -
Utara
5 | Pangkajene - - = = - =
6 | Minasatene 1116,16 | 40,84 - - 288,79 | B3,66
7 | Balocci - - - - ~ -
g | foudong 1617,00 | 59,16 | 1927,16 | 65,55 | 27,12 | 7,86
Tallasa
9 | Bungoro 5 - 315,86 | 10,74 | 29,28 8,48
10 | Labakkang - - - - - -
11 | Ma'rang - - 510 3,20 - -
12 | Segeri - - 602,75 20,50 - -
13 | Mandalle - = i = “ =
Grand Total 2.747 100,00 | 3.485 100,00 | 345,19 | 100,00
BUPATI
PANGHAJENE HEEPULAUAN

SYAMSUDDIN A. HAMID
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Lampiran XTI

Peruturan Daerah Knbupaten Pangkajene dan Kepulouan
Nomor 1 8 Tahun 2012

Tanggal 1 16 Agustus 2012

PETA RENCANA PERTANIAN LAHAN BASAH

PEMERINTAM AR, PANGIAJENE | KEPULAAN
BACIAN PERENCAMAAN PEVELANCH AN DASRAH

Parignien Laban B
P Fups Burmi (R Bakcsurtensl Taben 1900

]

Epimryrgen :

Pl Wiy
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Fa s

TA

i

A

AT
f T

Provinsl Sul-Sal Tatun X008 (Lsmbar 204 1)
* Inbarpowlest Crigkding 2008
* Burvry Lapsngen Tatn 2010
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Lampiran X110

Peraturan Daerah Kabupaten Fangkajene dan K=pulauan
Nomor : 8 Tahun2012

Tanggal : 16 Agustus 20012

KAWASAN PERUNTUKAN PERIKANAN

NO HAWASAN KECAMATAN
1 | Kawasan Perikanan Tangkap - Liukang Tangaya
- Liukang Kalmas
- Liukang Tupabiring
- Liukang Tupabiring Utara
- Pangkajene
- Labakkang
- Marang
- Segeri, dan
- Mandalle
2 | Kawasan Budidaya, Perikanan Air - Pangkajene, Mandalle,
Payau Minasate’ne, Segeri, Ma'rang,
) . Labalikang, dan Bungoro
a. Perikanan air payau komoditas
Udang dan Bandeng
b. Perikanan air laut komoditas - Mandalle, Liukang Kalmas,
rumput laut Liukang Tupabiring,
Labakkang, Ma'rang,
Tupabiring Utara, dan Segeri
c. Perikanan air tawar - Balleangin Balocci
3 | Kawasan Minapolitan - Labaklkang, Minasate'ne,

Pangkajene, Bungoro, Ma'rang,
Segeri, Mandalle dan Liukang
Tupabiring Utara

BUP.
PANGHAJENE HKEPULAUAN
! ~
BY. DDIN A. HAMID
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PETA RENCANA PERUNTUKAN PERIKANAN
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Lampiran XIX

Peraturan Deerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Nemor § B Tahun 2012
Tanggal : 16 Agustus 2012

KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN

NO HKAWASAN KECAMATAN
1 | Kawasan Pertambangan Komoditas - Balocci, Minasate'ne, Bungoro,
Batuan ' Tondong Tallasa dan
Labakkang

a. Marmer

b. Batu Gamping - Bungoro, Tondong Tallasa,
Balocci dan Segerd

¢. Tanah Liat - Bungoro, Tondong Tallasa,
Pangkajene, Mandalle, dan
Minasatene

- Minasate'ne, Bungoro,

d. Batu Gunung Tondong Tallasa, Balocci,
Labakkang, Ma'rang, Segeri,
dan Mandalle

e. Kerkil sungai - Balocci

f. Pasir Urug - Labakkang, Ma'rang, Bungoro,
Minasate'ne, Balocci, Segeri,
Pangkajene dan Mandalle

g. Basalt - Tondong Tallasa

h. Kristal - Tondong tallasa

i. Kerikil Berpasir Dominan - Minasate’ne, Balocei,
Pangkajene, Tondong Tallasa,
Bungoro, Labakkang Segeri,
Ma’rang dan Mandalle

2 | Kawasan Pertambangan Komoditas - Segeri, dan Mandalle
Mineral Logam

a. Khrom

b. Emas - Bungoro dan Tondong Tallasa

c. Besi - Minasate’ne

3 | Kawasan Pertambangan Komoditas - Tondong Tallasa, Bungoro,
Mineral Bukan Logam dan Balocei
a. FPasir Kuarsa
b. Kaolin - Bungoro, dan Tondong Tallasa
4 | Kawasan Pertambangan Komoditas | - Tondong Tallasa, Bungoro,
Batubara dan Segeri
B
PANGEAJE HEPULAUAN
8Y. SUDDIN A. HAMID
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Lampiran XX

Peraturan Dasrah Kabuprten Pangknajens dan Kepulauan

Mamor : 8 Tahun 2012
Tamggal : 16 Agustus 2012

HKAWASAN PERUNTUKAN PARIWISATA

HO HECAMATAN OBYEK WISATA
1 | Balocci Bulusaraung / Tompo Bulu
2 | Minasa Te'ne Biraeng

T Segeri Arajang Segeri (Bissu)
4 | Labakkang Tanarajae
5 |Labakkang Limbangan
6 |Ma'rang Padang Lampe
7 | Labakkang Baji'na Ga'ga
8 | Bungoro Mattampa / Museum Karst
9 | Balocci Sumpang Bita
10 | Bungoro Tabo - Tabo
11 | Liukang Tupabiring Pulau Kapoposang
12 | Liukang Tupahbiring Pulau Langkadea
13 | Liukang Tupabiring Pulau Cengkeh
14 | Liukang Tupabiring Pulau Podang - Podang
15 | Liukang Tupabiring Pulau Cambang — Cambang
16 | Liukang Tupabiring Pulau Saugi
17 | Liukang Tupabiring Utara Pulau Salemo
18 | Liukang Tupabiring Pulau Panambungan

BUP.

PANGHAJENE DAMYKEPULAUAN

SYAMSUDDIN A. HAMID
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Lampiran 2X1

Peraturan Docrah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Nomer : B Tahun 2012
Tanggal : 16 Agustus 2012

KAWASAN PERUNTUKAN PERMUKIMAN

NO

KAWASAN

KECAMATAN

Kawasan Peruntukan
Permuliman Perkotaan

Perkotaan Pangkajene
Kecamatan Pangkajene,
Perkotaan Segeri Kecamatan
Segeri, Perkotaan Labakkang
Kecamatan Labakkang,
Perkotaan Minasate'ne
Kecamatan Minasate'ne,
Perkotaan Bungoro Kecamatan
Bungoro

Kawasan Peruntukan
Permukiman Perdesaan

Liukang Tupabiring, Liukang
Kalmas, Liukang Tupabiring
Utara, Balocei, Ma'rang,
Tondong Tallasa dan Liukang
Tangaya
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Lampiran XXl

Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Momor : 8 Tahun 2012

Tanggal : 16 Agustus 2012

KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN PANGKEP

A. Kawasan Strategis Nasional di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- Kawasan Kota Pangkajene dan sekitarnya (I/c/1)

B.Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan Pangkajene ([/A/1)

Kawasan Mattampa ([/A/1)

Kawasan Minapolitan (I/A/1)

Kawasan Agropolitan (I/A/1)

Kawasan Bantimurung (I/C/1)

. Kawasan Karst Balocci dan Tondong Tallasa (I/B/1)

Keterangan :

e Y

[ - IV : Tahapan Pengembangan

A : Rehabilitasi Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan
Ekonomi

A/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan
A/2 :Pengembangan/ Peningkatan Kualitas Kawasan

B - Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut
Kepentingan Lingkungan Hidup

B/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan
B/2 :Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan

C . Rehabilitasi Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan
Sosial Budaya

C/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan
C/2 :Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan

D - Rehabilitasi Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan
Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tinggi

D/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan
D/2 :Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan

E : Rehabilitasi Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan
Pertahanan dan Keamanan

E/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan
E/2 :Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan

! Dipindai dengan |
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— — - Peraturan Dae: upaten Pangkajene da
Nemor : 8 Tahun 2012
Tanggal : 16 Agustua 2012

INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN RTRW KABUPATEN PANGKEP
TAHUN 2012 - 2032

WAKTU PELAHEANAAN
SUMBER I 1 m v
USULAN PROGRAM UTAMA LOHKASI PENDANAAN INSTANGI PELAHKBANA
2012 (2013|2014 (2015{2016(17-21 (22-26 (27-32
I. PERWUJUDAN BTRUKTUR RUANG KABUPATEN
A | Peningkatan Pusat Kegiatan Nesiopnal Memminasata | di Wilayah Kabupaten Pangkep)
1 | Pembangunan Terminal Tipe B Kota Pangkejene AFPBDN D, Perhub, Kom & Info.
) Pembangunan dan Pengembangan KIPA Kee, Bungoro APBD/P/N/K/swasta | Din.Koperindag. Kab.
3 Pembangunan sistem mitigasi bencana (banjir, Kabupaten Panghkep APBD/P/N/K/BLN Din. Pertambangan & Energl
longsor, tsunami}
4 | Pengembangan sumber daya energi listrik PLTU Kee. Bungoro AFBD/P/N/K/BLN PLN
5 | Pengembangan sumber daya air minum S. Ci'dokang dan APBD/P/N/K/BLN | PDAM
Tompobolo
& Permnt.TPA pengolahan sampah Kec. Minasa Te'ne APBD /PN /KfBLN Dinas FU Kab.
B Peningkatan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PHLp) Begerl, Bungore dan Labakkang
1 Pembangunan Terminal Bis Tipe C PELp AFBDN D. Perhub, Kom & Info.
2 Pembangunan/peninglatan Pasar Kecamatan PELp APBDN Dinaz Koperindag. Kab.
3 | Pengembangan perbankan PKLp APBDN Dinas Koperindag. Kab.
4 | Peningkatan Puskesmas PKLp APBDN Dit1. Kesehatan Kab.
5 | Pembangunan/Peningkatan STK dan SD PKLp APEDN Dinas Pendidikan
6 | Pembangunan/Peningkatan SLTP dan SMU FKLp APBDN Dinas Pendidikan
7 | Pembangunan/Peningkatan RTH/tempat PKLp APBDN Dinas PU Kab.
L bermain {LOR

| Dipindai dengan |
i & CamScanner’;
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hambatan antar kota yang meliputi Pangkep-Maros

Strukiur Ruang

C | Pengemhbangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
1 | Pembangunan fazilitas terminal pembantu Seluruh Ibukota Kec. | APBD-P/K Dinas Koperindag. Kab.
2 | Pembangunan dan Peningleatan Pasar Kecamatan | Seluruh [bukota Kec. | APBD-P/K Dinas Koperindag, Kab.
3 | Pembangunan jasa perbankan Seluruh Ibukota Kee. | APBDN,Swasta Dinas Koperindag, Kab.
4 | Pembangunan Fas. Kesehatan [Pustu/BKIA) Selurili bukpta Kec. | APRD-P/K Dinas Kesehatan Kab.
Di Pendidikan, Pemuda &
5 | Pembangunan dan Fengembangan TK dan 8D et Foikna v, APBD-P/K Swasta t}:;:h.
Di; Pendidikan, Pemuda &

6 | Pembangunan dan Pengembangan SLTP dan SMU Sphuuh Tk Be APBD-F/K,Swasta Oﬁb.

Pembangunan sistem mitigasi bencana alam Seluruh [bukota Kee. y Din. PU Kab.
T | s & bkt APBD-K/P/N in.
8 Pembalng\ma.nfl’eninglmmn RTH/tempat Seluruh Ibukota Kee. Din. PU Kab.

bermain/LOR APBD-K
9 | T Seluruh Ibukota Kec. APBD-K/P/N Din., PU Kab.

Pembangunan f Peningkatan RTH/ tempat Seluruh [bukota Kec. 4 Kab.
10 | bermain/LOR APBD-K Bz, FY
D | Mendorong Pengembangan Pusat Pelayanan Lingknngan (PFPL)
1 Pembangunan Pasar Linglungan Seluruh PPL APBD/P/K, Swasta Dinas Keperindag. Kab.
2 | Pembangunan fasilitas jasa skala lokal Seluruh PPL APRD/P/K,Swasta Dinas Koperindag, Kab.
3 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan BKIA/Posyandu | Seluruh PPL APBD/P/K Dinasz Keschatan Kab.
4 | Pengembangan ST, SD, SLTF, SMU Seluruh PPL APBD/P/K,Swasta g;‘“xﬂﬂif”mm e
g | Peubaninan s ST cOmoRnE il | e meipane APBD/P/K,Swasta | Bappeda
6 hpmhﬂ%i“f Feminghonsan BT tempat Seluruh PPL APBD-K Din. PU Kab.
E | Mendorong Parwujudan Sistem Transportasi Kabupaten

Rencana Pembangunan Jaringan jalan Bebas Lht. Peta Rencana APBN-APBD-/P/K Dinas PU Prov.

i Dipindai dengan !
i & CamScanner’;
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Pembangunan dan Pengembangan Jaringan jalan

Lht. Peta Fencana

= |_

|

. | e [ |

|
—=

j

Arteri {Jalan Lintas Barat Sulawesi) di wilayah . " :

2 Kabupaten Pangkep yang meliputi rencana Struktur Ruang APBN-AFED-/P/K Riniisn PLL Py,
jaringan jalan Pallae - Pangkajene. 80,42;

Pembangunan dan Pengembangan Jaringan jalan Lht. Peta Rencana . .

3 :  Kem Ruang APBN-AFBD-/P/K Dinas PU Prov.
Pembangunan dan Pengembangan Jaringan jalan Lht. Peta Rencana . s .

4 Arteri Hasanuddin Sl Riabg APBN-AFBD-/P/K Dinas PU Prov.
Pembangunan dan Pengembangan Jaringan jalan Lht. Peta Rencana . .

5 Acteri Panpkajene Maros Strulktur Rusng APBN-AFBD-/P/K Dinas PU Prov. i
Pembangunan dan Pengembangan Jaringan jalan :
Kolektor Primer menghubunghan perbatasnn Lht. Peta Rencana 3 : . |

6 | Kabupaten Pangkep-Kota Mares-Perbatasan Kota | Strulctur Ruang APBI-APRBoJRIK: | Dmas EU-Feoe: il
Makassar,; :lr
Pembangunan den Pengembangan Jaringan jalan E
Kolektor Primer yang meliputi jaringan jalan yang Lht. Peta Rencana . . ;

P | b L e it it Hiary APBN-AFBD-/P/K Dinas PU Prov. KI.;
Kabupaten Panglep F
Pembangunan dan Pengembangan Jaringan jalan fii: Pt R ﬂ

& | Kolektor Primer Jenctacsa - Bontobalang — Siulitas B APBN-APBD-/PfK Dinas PU Prov. dl
Leangleang - Balocei Kabupaten Panghkep; uAng (£l
Pembangunan dan Pengembangan Jaringan jalan Lht. Peta Rencana B .

] yang menghubungl 5 Hari. Struktur Ruang APBN-APBD-/P/K Dinas PU Prov.

Pembangunan dan Pengembangan Jaringan jalan | Lht. Peta Rencana - i .

10 it bt tesiri Katan D Stralchir Ruang APBN-APBD-/PF/K Dinas PU Prav.

Pembangunan dan Pengembangan Jaringan jalan Lht. Peta Rencana % 5 i
11 hisk 1 Boddie-Pa 5 £ Ruatg APBN-AFBD-/FfK Dinas PU Prov,
Pembangunan dan Pengembangan Jaringan jalan Lht. Peta Rencana . p

e yang menghubungkan galung Boko-lamperangeng | Struktur Ruang ARBIEAERD-/BFK Dinas PU Prov.
Pembangunan dan Pengembangan Jaringan jalan | Lht. Peta Rencana 4 3

13 yang menphubunghen padang-padange-Jollo Struktur Ruang i i i Dinas PU Prov.

14 Pembangunan dan Pengembangan Jaringan jalan Lht. Peta Rencana APBN-APBD-/P/K Dinas PU Kab.
yang menghubunglkan Padang-Padange-Biringkassi | Struliur Rusng

15 | Pembangunan dan Pengembangan Jaringan jalan Lht. Peta Rencana APBD-P/K Dinas PU Kab.
yang menghubunglan Bawasalo-Gusung Struktur Ruang

16 | Pembangunan dan Pengembangan Jaringan jalan Lht. Peta Rencana APBD-P/K Dinas PU Kab.
yang menphubungkan Tanarajae-Kayu Jawaya Struktur Ruang

Dipindai dengan
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Pembangunan dan Pengembangan Jaringan jalan

Lht. Peta Rencana

Pemda Panghep

17 yvang menghubungkan Tendong Kura-Pabbicarae Struktur Ruang ARBE:Bah.

18 Pembangunan dan Penpembanpgan Jaringan jalan Lht. Peta Rencana APBD Kab Femda Pangkep
yang menghubunghkan Tumbue-Bonti Struktur Ruang >

19 Pembangunan dan Pengembangan Jaringan jalan Lht. Peta Rencana APBD Kab Pemda Pangkep
yang menghubungkan Pattupunge-Pujnanti Struktur Ruang ,

3¢ | Pembangunan dan Pengembangan Jaringan jalan Lht. Peta Rencana APED Kab Pemda Pangkep
yang menghubungkan Tekolabua-padanglan Struktur Ruang '

21 | Peningkatan Terminal Tipe B Pangkajene Kota Panghep APBD Kakb, D. Perhub, Kom & Info.Kab.

43 | Pemb./Peningk. Terminal Tipe C di masing-2 Kab, Pangkep APBD Kab. D. Perhub, Kom & Info.Kab.
Tbukota Kecamatan

23 Pembangunan rel KA lintas utama Makassar - Kab. Panghkep AFBN Din. Perkeretaapian
Maros— Pangkep — Barru-Pare-Pare

F | Mendorong Perwujudan Sistem Jaringan Energi
Pengembangan/ peningkatan kapasitas Gardu

! | Induk (GI) Tonasa dan Pangkep. Rab- Tanghep Ao Ll

Pembangunan/Peningkatan Kapasitas Pembanghkit- APRN/Swasta

2 | pembangkit PLTU Biringkassi, Kab. Pangkep /Sw PLN
Pembanpunan sumberdaya cnergl mikre hidro

3 yang bersumber dari 5. Panglkep dan beberapa Kab. Panpgkep APBD-N/P/K/Swasta | PLN

G | Mendoreog Perwujudan Sistem Telekomunilkasi

1 ::;:mnan sistem jaringan telekemunikasi Kab. Pangkep APBD-K/Swasta Telkom
Peningkatan jaringan telekomunikasi khusus dan %

2 | Stasiun Telepon Otomat [STO) Lokal Pangkep Dega Terpencl AFRR-K/ Swasta Telkom

3 | Penyediaan TU pada lokasi-lokasi yang strategis PKW, PKLp, FFK, PFL | APBD-K Telkoam

4 | Pemb. BTS secara terpadu dan terpusat pada Kab, Pangl AFBD-K Telkom

lokasi yang strategis

i Dipindai dengan !
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Mendorong Perwnjudan Sistem Sumberdaya Air

Melestankan dan memanfaatkan WS Jeneberang

melalui normalisasi DAS-DAS yang masuk dalam WS Saddang APBD-N/P/K Dinas PSDA Kab.
wilayah Kabupaten Panghep.

Melestarikan dan mengembangkan Dacrah Irigasi Lht. Peta Rencana : .

(DI} Kewenangan Kabupaten. Strulktur Ruang APBD-P. Dinas PSDA Kab.
Normalisasi 5. Pangkep Kab. Panglep AFBD K/P Dinas PU Kab.
Pemb. dan Peningk. Pengairan Sawah Pertanian Wil. Kab, Pangl APBD-P/K Din. P X
Irigasi Perdesaan =

Peningkatan Tekmologi Pertaman Wil. Kah. Pangkep APBD K/P Dinas PU Kab.
Pembangunan dan Peningkatan IKK/SAB Kab. Pangkep APBD-N/P/K Dinas PU Kab.
Pembangunan/peningkatan jaringan Pipa Air .

Bersih por) Kab. Panghkep AFBD-N/F/K FDAM
Melestarikan Sumber Air Baku S, Ci'dokong dan %

Béadhurgan Tombis INTAKE Pangkep APBD-N/PfK PDAM
Mendorong Perwujudan Sistem Jaringun Persampabhandab Sanitas]

Rencana pengembangan tempat pengolahan TPA Bontoa APBD- i Kab.
sampah akhir (TPA) s FIK in. PU

Rencana pengolahan sampah organis menjadi : .

AR e Pusat PKLp, PPK APBD-N/P/K/Masy. | Din. PU Kab.
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Sanitesi Skala PKLp, PPK APBD-P/K Din. PU Kab.

berupa rencana IPLT

i Dipindai dengan !
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IEDIQ 2013|2014 2015|2016 17-21 |22.26 | 27-32

II. PERWUJUDAN POLA RUANG HABUPATEN

A. Pervujudan Kawasan Linduag

, | Rehabilitasi & Pemantapan Fungsi Kaw. Lindung | ;5\ petq Pola Ruang | APBDN/APBD-P/K | Din.Kehut. & Perkeb.
Kabupaten

o | Pengemb. Pengelolaan Kawasan Lindung Lihat Peta Fola Ruang | APBDN/APBD-F/K Din.Kehut. & Perkeb.
Kabupaten

a ”F“ml“‘“‘ ];d;n fom e m;i"‘s] } Sﬁ’“‘! DAS Wab. Panglics APEDN/APED-P/K | Dinas PSDA Kab.

B. Perwujudan Pengembangan Kawasan Budidaya

Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Potensi Pertanian

1 i .
i Penpgendalian ahb funpal kawasan Pertanian X : :

2 Rehabilitas dan Pengemb. Kawasan Potensi Selotor Perkebunan

a. Rehabilitasi Kawazan Perkebunan Lihat Peta Pola Ruang | APBD-P/K/Swasta Din.Kehut. & Perleeb.

b. Pengembangan Kawasan Potensi Perkebunan Lihat Peta Pola Ruang | APBD-P/K/Swasta Din.Kehut., & Perkeb.

3 Rechabilites dan Pengembangan Kawasan Pertambangan

a Reklamas ex penambangan batmuan Seluruh Kecamatan APBD-K/Swasta Din. Pertamb. & Energi

b. Pengembangan Potensi Pertambangan Batuan Seluruh Kecamatan APBD-K/Swasta Din. Pertamb, & Energi

4 | Rehabilitas dan Pengemb. Kawasan Potenai Selctor Perikanan , dan Peternalan

Din. Perikanan, Kelautan dan

a. Peninghkatan Minapalitan Labakkang di Kec. Labakkang APBD-/P/K/Swasta Bibeimalinis AL
b. Pengembangan Ternak Seluruh Kecamatan APBD-/P/K/Swasta | Idem
| ¢, Pembangunan PPI Kalibone APBED-/P/K Idem

i Dipindai dengan !
i & CamScanner’;
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P Kec, Pesizir di APBD-
d. ban Ide
Pengembangan Perikanan Tambak Kabupaten Pangkep K/Swasta/Masy. =
Rehabilitas dan Pengemb. Kawas=an Potensi Selitor Kehutanan
a. Rehabilitasi Kawasan Kehutansn Lihat Peta Pola Ruang | apaN/P/K/Swasta | Din-Kehut. & Perkeb.
b. Pengembangan Kawasan Kehutanan Lihat Peta Pola Ruang | APBN,/P/K/Swasta Do Kehut. & Perieh;

Rehabilitas dan Pengemb. Kawasan Potensi Scltor Pariwisata

Pengembanag kawasan pariwisata budaya yaitu
Kawasan Arajang (Bissu)

Kecamatan Segeri

APBD-/P/K/Swasta

Din. Pariwisata Kebudayaan
& Pangkep

Pengembagan pariwisata alam
a. Permandian Alam Mattampa/ Museum Karst,
b. Permandian Alam Amputtang,

Kee. Bungoro, Segeri,

c. Leang Kassi dan Taman Laut Kepoposang | dan Liukang APBD-/P/K/Swasta | Idem
terdapat di Pulau Kapoposang, . | Tuppabiring,
d. Pantai pasir Maccini Baji, dan Pulan Suci
“mustika langks'
Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata Kncamater Bungoro | APBD-/P/K/Swasta | Idem
buatan yaitu kawasan wisata Mattampa
Pengembangen Kawasan peruntukan pariwisata
Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya Kecamatan Baloced ,
yaitu Taman Purbakala Sumpang Bita , Gua Bulua Labakkang, dan APBD-/P/K/Swasta Idem
Sumi, Taman Purbakala cagar budaya malam Pangkajene
Somba Labakkang dan makam A. Mauraga
Rehabilitas dan Pengembanpgan Kawasan Potensi Permuldman
a. Fmabqan permuliman sepanjang Bantaran Seluruh DAS di Kab, APBD-K/P/N B RS
Sungai Png_gkep
b. Pengendalian pengermbangan permuldman 2 _
kearah pechulitan detigen kemiringan diates | o oorun WL RAD: | Sennaemin DPU Kab.
40% Fengion
¢. Penerapan KDB rendah pada kaw. permuldman : Q
& banpunan lainnya pada lokasi-2 dengan Di-selurub Wil. Kab. APBD-KfFfN DPU Kahb,

kemiringan antara 15%-40%

Panghkep

i Dipindai dengan !
i & CamScanner’;
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WAKTU PELAKSANAAN
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USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI RN INSTANSI PELAKSANA

22-26(27-32

2012 2013'2014[2015‘20'16 17-21

Il. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS HARUPATEN

A Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Yang Momiliki Nilal Strategis dard sudut kepentingan Pertumbuban Ekonomi

1 Kawasan Perdagangan di Knta Panglkajene Lht. Peta KSK APBN/P/K/Swasta Pemda Kab. _l'

kawasan Minapolitan Kecamatan Labakkang yang
terletak di  Keluarahan Pundata Baji Dusun
Macecini Baji, dan sub pusat yang terletak di
2 | Kecamatan Minasa Te'ne, Panglksjene, Bungoro, | Lht. Peta KSK APON/P/K/Swasta Pemnda Kab.
Ma'rang, Seperi, Mandalle, dan Liukang
Tupabbiring Utara dengan potensi yaitu untul
perilanen budidaya, perikanan tanglkap

3 Kawasan Wisata Mattampa Lht. Peta KSK APBN/P/K/Swasta Pemda Kab.

B Rehabilltas] dan Pengembangan Kawasan Yang Memiliki Nilal Strategis dari Sudut Kepeatingan Sosial budaya

Taman Nasional Bantimurung Tompo Bulu yang APBN/AFBD-
1 tersehar di Kecamaetan Tondong Tallasa dan | Lht. Peta KSK P/K/Svrasta Din. Pariw & Kebud.
Balocei
C | Pengembangan Kawasan yang Memilil Nilai Strategis dari sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan
Kee. Balocel, Tondong | 4 pnnrarn PSDA Prov
1 Kawasan karst Tallasa dan Bungoro / ’
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